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RINGKASAN EKSEKUTIF  

 
1. Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) di Indonesia1 terdiri 
dari empat paket dimana paket A mendukung proses pengembangan kelembagaan untuk 
meningkatkan mekanisme perencanaan berbasis masyarakat, paket B meliputi pembentukan  
lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat; dibawah paket C sarana fisik pedesaan dibangun; 
dan paket D menyediakan dukungan bagi manajemen dan pemantauan (monitoring) proyek. Proyek 
PMPD saat ini memasuki tahun ke-5 pelaksanaan. Administrasi proyek diselenggarakan oleh 
Indonesian Resident Mission (IRM).  
 
2. Kantor  Fasilitator Khusus Proyek (Special Project Facilitator/SPF) mencatat pengaduan 
tentang proyek PMPD dari lima desa yakni Kiram, Handil Baru, Kali Besar, Handil Negara, 
Mandiangin Barat yang ada di Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Maret 2005.   (www.adb.org/spf). 
Permasalahan utama adalah bahwa (1) sarana fisik yang dibangun pada tahun 2002 dibangun 
tanpa mengikuti urutan paket yang ada dalam proyek PMPD dan tanpa melibatkan masyarakat; (ii) 
sebagian dari sarana fisik tersebut tidak memenuhi syarat, dan perbaikan yang dilakukan tidak 
memuaskan. Masyarakat melaporkan bahwa hasil pertanian menurun, pendapatan berkurang, 
masalah transportasi, kerugian waktu dan perselisihan antar RT2.  Desa-desa tersebut kecuali 
Handil Baru belum menerima paket A, B, dan D yang ada dalam proyek PMPD. Kantor SPF 
menyatakan bahwa pengaduan tersebut memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 2005. Tinjauan 
dan penilaian terdiri dari peninjauan dokumen, wawancara dengan pemegang kepentingan utama, 
dan wawancara mendalam di tingkat desa. Hasilnya menegaskan permasalahan yang ada dalam 
pengaduan yakni: (i) sarana fisik, (ii) urutan pelaksanaan paket proyek, (iii) informasi, dan (iv) 
partisipasi dalam pengambilan keputusan. Proyek ini kompleks, cukup inovatif, dan menantang 
untuk dikelola.   
 
3. Sarana fisik di kelima desa sebagian dibangun oleh kontraktor, sebagian lagi dibangun oleh 
kelompok pelaksana desa (POKLAK). Banyak diantara masyarakat – dan bahkan kadang-kadang 
pemerintah desa yang tidak tahu tentang rincian tentang sarana fisik yang dibangun. Pada tahun 
2003 dan 2004 diberikan dana untuk pemeliharaan. Berbagai pemegang kepentingan di tingkat 
desa memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang keadaan sarana fisik proyek PMPD. 
Pengetahuan mereka tentang paket proyek PMPD lainnya juga berbeda-beda. Sebagian sangat 
mengetahui, khususnya kepala desa dan POKLAK, dan sebagian, tapi tidak semua penandatangan 
surat pengaduan. Masyarakat wanita yang diwawancarai hanya tahu sedikit sekali tentang proyek 
PMPD. Sebagian besar pemegang kepentingan setuju bahwa penyebaran informasi, khususnya di 
tahap awal proyek, terbatas. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang jenis 
sarana fisik yang akan dibangun kelihatannya juga terbatas. Dukungan terhadap pengaduan di 
masyarakat tidak sama kuatnya. Di sebagian desa, orang-orang berpendapat bahwa sarana fisik 
dalam keadaan cukup baik, dan bahwa pengaduan dibesar-besarkan. Sedangkan masyarakat 
lainnya mendukung pengaduan dengan kuat. Semua masyarakat benar-benar peduli dalam 
membangun desa mereka, dan dalam pemerataan manfaat paket proyek, namun, sebagian harapan 
mereka berada di luar cakupan kerangka kerja proyek PMPD. Karena kurangnya transparansi 
dalam pengelolaan keuangan dalam kegiatan awal proyek PMPD, kepercayaan dan keyakinan 
masyarakat terhadap pemerintah desa mereka kelihatan menipis dalam beberapa hal. Tidaklah jelas 
apakah perselisihan dan perbedaan pendapat diantara individu berakar pada permasalahan yang 
terkait dengan proyek PMPD, atau muncul karena masalah lain. Diskusi terbuka tampaknya 
merupakan hal yang langka dalam perselisihan di tingkat desa. Pada umumnya pemerintah, 
konsultan, IRM dan masyarakat setuju bahwa peningkatan kapasitas untuk perencanaan 
pembangunan yang terdesentralisasi yang tercakup dalam paket A dari proyek PMPD seharusnya 
dilaksanakan terlebih dahulu. Kantor Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek telah 
                                                 
1  Dana pinjaman 1765-INO(OCR) dan 1766-INO(SF) senilai $170.2 juta disetujui pada tanggal 19 Oktober 2000. 
2 RT adalah singkatan dari Rukun Tetangga. 



menegaskan bahwa keempat desa yang masih tersisa akan diikutsertakan dalam paket lainnya 
yang ada dalam proyek di tahun 2005. Dengan diikutsertakannya keempat desa tersebut diharapkan 
agar sebagian masalah dapat terselesaikan atau tidak menjadi masalah lagi.            
 
4. Kesediaan untuk menyelesaikan masalah telah dipastikan oleh sebagian besar kelompok 
pemegang kepentingan. Setiap desa mewakili dunia kecil yang berbeda dengan dinamikanya 
sendiri. Sistem nilai sedang diamati. Dalam beberapa hal, mereka yang berkuasa merasa terancam. 
Sedangkan yang lainnya memiliki harapan yang tinggi untuk diberdayakan. Harapan yang terkait 
dengan proyek perlu diluruskan.   
 
5. Sebagian besar pemegang kepentingan di tingkat desa jelas berfokus pada permasalahan 
yang terkait dengan sarana fisik, yang perlu diperbaiki. Mereka tidak yakin apakah dana O+P masih 
tersedia di tahun 2005. Pemegang kepentingan yang tahu lebih banyak mengusulkan untuk 
menggunakan dana hibah desa, yang disediakan dalam Paket A untuk perbaikan sarana fisik. 
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proyek PMPD dapat mengalokasikan anggaran untuk 
pembangunan sarana fisik tambahan yang lebih besar. Proyek PMPD perlu segera menjelaskan 
kepada kelima desa tentang kriteria yang berlaku, dan anggaran apa saja yang tersedia bagi 
masing-masing desa saat ini. Kelihatannya harapan masyarakat melampaui anggaran yang ada dan 
kriteria proyek yang telah disepakati. Selain itu, kewajiban masyarakat untuk memelihara sarana 
fisik yang mereka terima perlu juga dibahas. Kekurangan dalam rancangan dan pembangunan 
sarana fisik, jika ada, perlu diperbaiki.  Dalam beberapa hal, masyarakat juga harus menerima 
bahwa sarana fisik tertentu hanya perlu pemeliharaan rutin, yang berarti memerlukan komitmen dan 
sumberdaya dari mereka.   Dengan diikutsertakannya keempat desa yang masih tertinggal kedalam 
desa penerima paket proyek PMPD lainnya, diharapkan agar penyebaran informasi (sosialisasi) 
meningkat pesat. Proyek PMPD harus memastikan agar semua RT menerima informasi yang sama, 
dan RT yang sulit dijangkau tidak tertinggal. Proyek PMPD harus mengenalkan unit pengaduan 
masyarakat-nya dengan rinci kepada masyarakat, dengan tujuan menerapkan mekanisme 
pemberian saran yang terbuka dan membangun di tingkat yang paling rendah bilamana mungkin.      
 
6. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari pemberdayaan yang tak 
terpisahkan. Dengan dilaksanakannya paket A dan B, diharapkan agar masyarakat mendapat 
kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi. Melibatkan BPD dalam pelaksanaan proyek di 
kelima desa bisa jadi merupakan kontribusi penting bagi keberlanjutan proyek PMPD.  
 
Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

7. Kelima desa telah menegaskan bahwa mereka memiliki harapan dan prioritas yang berbeda. 
Dukungan terhadap pengaduan di tingkat desa bervariasi. Oleh karena itu, pendekatan per desa 
yang melibatkan perwakilan desa akan digunakan untuk (i) menyepakati prinsip; (ii) memastikan 
kesediaan untuk terlibat; (iii) menegaskan kembali prioritas; (iv) menyepakati langkah selanjutnya; 
(v) menerima aturan dasar; dan (vi) menyepakati jadwal yang harus diikuti. Masyarakat akan diminta 
untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka 
memutuskan untuk melanjutkan, maka mereka akan diminta untuk memberikan komentar tentang isi 
laporan ini kepada Kantor SPF, khususnya mengenai rencana tindakan yang diusulkan, 
permasalahan yang diprioritaskan, langkah selanjutnya yang diusulkan, menerima aturan dasar dan 
usulan jadwal yang realistis dan mungkin dilakukan yang harus diikuti. Rencana tindakan untuk 
masing-masing desa akan disepakati secara terpisah, dan akan dibuat melalui  

(i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk memperjelas sarana fisik yang 
dipermasalahkan; dan  

(ii) pertemuan tingkat desa antara semua pemegang kepentingan yang terkait untuk 
menyepakati permasalahan dan tindakan selanjutnya, tanggung jawab serta kerangka 
waktu bagi pelaksanaan rencana tindakan.  
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I. LATAR BELAKANG  

A. Proyek PMPD  

1. Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) di Indonesia1 
terdiri dari empat paket. Paket A mendukung (i) proses pengembangan lembaga untuk 
meningkatkan mekanisme perencanaan berbasis masyarakat dalam rangka membantu 
pemerintah daerah dan masyarakat pedesaan merencanakan dan melaksanakan program 
pembangunan sesuai dengan  undang-undang desentralisasi yang baru, (ii) pembangunan 
sumber daya manusia dalam rangka mendukung pendidikan formal bergelar bagi 1.773 staf 
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DitJen PMD) dan pemerintah daerah 
yang terlibat dalam pembangunan masyarakat, dan (iii) bantuan hibah desa untuk mendukung 
program pelatihan masyarakat. Paket B mendukung pembentukan lembaga simpan-pinjam 
desa di wilayah sasaran di Kalimantan dan Sulawesi (sekitar 750 masyarakat desa) agar 
masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk  mendapatkan dan mencicil pinjaman dari 
lembaga keuangan untuk pengembangan usaha kecil. Paket C mendukung pembangunan 
sarana fisik di pedesaan bagi  masyarakat sasaran untuk menghubungkan masyarakat miskin 
dengan pasar. Paket D menyediakan dukungan bagi manajemen proyek dan pemantauan 
(monitoring). Proyek PMPD memiliki wilayah sasaran di 11 kabupaten yang ada di enam 
propinsi di Indonesia, yakni: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Instansi pelaksananya adalah 
DitJen PMD.  
 
2. Perjanjian Pinjaman ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2000. Pinjaman mulai 
berlaku sejak tanggal 12 Maret 2001. Proyek PMPD saat ini memasuki tahun ke-5 pelaksanaan. 
Penyelenggaraan proyek diserah-terimakan kepada Indonesian Resident Mission (IRM) pada 
bulan Juli 2002.   Tinjauan paruh waktu (midterm review) dilakukan pada tanggal 29 November 
sampai dengan 15 Desember 2004. 
  
 
B. Pengaduan  

1. Sejarah Pengaduan  

3. Pada tahun 2002, LSM Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI) dari Banjarbaru, 
Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3) dari Banjarmasin, dan Yayasan Duta 
Awam (YDA) 2 yang berkantor di Solo, Jawa Tengah memulai  pemanduan (monitoring) 
partisipatif terhadap proyek PMPD di delapan desa di Kalimantan Selatan. Pemanduan 
partisipatif ini menyertakan pemonitor desa yang dipilih dari penduduk dari masing-masing 
desa.  Upaya ini didanai oleh Ford Foundation dan menghasilkan sebuah laporan yang 
diterbitkan pada tahun 2003.3 Ketiga LSM tersebut juga mengadakan seminar untuk 
mengenalkan konsep pemanduan partisipatif serta menyampaikan hasil pemantauan 
(monitoring) di delapan desa penerima bantuan proyek PMPD. Permasalahan yang dibahas di 
dalam seminar serta laporan tersebut serupa dengan permasalahan yang dibahas dalam surat 
pengaduan. Berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

                                                 
1  Bantuan Pinjaman 1765-INO(OCR) dan 1766-INO(SF) sebesar $170.2 juta disetujui pada tanggal 19 Oktober 

2000. 
2  YDA adalah anggota NGO Forum on the ADB yang ada di Manila.  
3  Laporan ini diterbitkan dengan judul Rakyat Memantau Proyek Utang Laporan Monitoring Partisipatif Terhadap 

(CERDP) dan salinannya telah dikirm ke kantor SPF.  
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penyelenggara proyek di berbagai tingkat termasuk dengan ADB telah dilakukan, namun tidak 
membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan LSM tersebut. 
 

2. Isi dan Permasalahan  

4. Forum Masyarakat Peduli CERDP (atau Proyek PMPD) mengirim pengaduan kepada 
Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator /SPF) pada tanggal 18 Februari 2005, 
yang kemudian dicatat oleh SPF pada tanggal 9 Maret 2005.  Ada 8 orang yang 
menandatangani pengaduan tersebut, yang terdiri dari 3 perwakilan dari LSM dan 5 penduduk 
desa yang meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Nama mereka tercatat dalam arsip 
SPF. Surat pengaduan tersebut terdiri atas surat pengantar, surat pengaduan dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris,  serta 9 lampiran yang sebagian ditulis dalam bahasa Inggris dan 
sebagian dalam bahasa Indonesia, dan sebagian lagi ditulis dalam campuran kedua bahasa. 
Seperti yang dinyatakan dalam surat pengantar, jika terjadi perbedaan antara surat pengaduan 
dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka yang menjadi acuan adalah 
versi bahasa Indonesia. Kantor SPF meminta penerjemah independen untuk menerjemahkan 
surat pengaduan tersebut serta dua dokumen lainnya. Versi bahasa Inggris dari surat 
pengaduan tersebut terlampir di Lampiran 1, untuk susunan lengkap surat pengaduan dalam 
bahasa Inggris dan Indonesia serta lampirannya dapat dibaca di  www.adb.org/spf.  
  
5. Permasalahan utama yang dilaporkan dalam pengaduan adalah: (i) sarana fisik, 
terutama jalan pedesaan, jembatan dan sarana air bersih yang dilaksanakan pada tahun 2002 
dibawah paket C proyek PMPD, dibangun tanpa mengikuti urutan paket yang ada dalam proyek 
PMPD dan tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan perancangannya; sebagian 
dari sarana fisik tersebut tidak memenuhi syarat, dan perbaikan yang dilakukan di beberapa 
lokasi tidak memuaskan; dan (ii)  kelima desa4 sampai sekarang belum menerima paket A,B, 
dan D yang ada dalam proyek PMPD5.  Akibat dari perancangan dan pembangunan yang tidak 
memenuhi syarat, penduduk di desa-desa tersebut mengalami penurunan hasil pertanian, 
berkurangnya pendapatan, masalah transportasi, kerugian waktu dan berkurangnya motivasi 
untuk berpartisipasi. Surat pengaduan ini juga menyebutkan terjadinya pertikaian antar RT 6. 
 
C. Penetapan Apakah Pengaduan Memenuhi Syarat atau Tidak   

6. Pemeriksaan untuk menentukan apakah pengaduan memenuhi syarat atau tidak  
meliputi kunjungan ke lokasi proyek, diskusi dengan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan 
kecamatan, konsultan pelaksana, LSM yang mendukung pengaduan, serta 
pemohon/penandatangan surat pengaduan dilakukan dari tanggal 14 sampai dengan 21 Maret 
2005. Kantor SPF menyatakan bahwa pengaduan memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 
2005 dan memberitahukan kepada pemohon bahwa kelima penandatangan dari kelima desa 
tersebut diterima sebagai pemohon. Kantor SPF mengerti bahwa para penandatangan 
didukung oleh sebagian penduduk dari masing-masing desa, yang menunjuknya sebagai wakil 
mereka.  Dari pertemuan dengan ketiga LSM, yakni YCHI, LK3 dan YDA yang diadakan di 
kantor LK3 pada tanggal 17 Maret 2005, dipahami bahwa YCHI, LK3 dan YDA tidak bisa 
diterima sebagai pemohon, tapi mereka mengemban  peran yang penting sebagai penghubung 
antara perwakilan penduduk desa dengan kantor SPF.   
   
                                                 
4  Kelima desa tersebut mencakup Kiram dan Mandiangin Barat yang berada di kecamatan Karang Intan, dan Handil 

Baru di kecamatan Aluh-Aluh, kedua kecamatan ini terletak di kabupaten Banjar; dua desa lainnya adalah Handil 
Negara dan Kali Besar, yang terletak di kecamatan Kurau, kabupaten Tanah Laut. 

5  Salah satu dari desa tersebut, Handil Baru, telah diikutsertakan ke dalam desa penerima Paket A dan B.   
6  RT adalah singkatan dari Rukun Tetangga. 
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II. TINJAUAN DAN PENILAIAN  

A. Tujuan dan Metodologi  

7. Peran kantor SPF adalah memfasilitasi pencarian jalan keluar bagi masalah yang ada 
sebagaimana digambarkan oleh berbagai pihak terkait, serta memulai dan mengarahkan proses 
konsultasi. Kantor SPF menawarkan bantuan kepada pihak yang terkait dalam proyek PMPD 
untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan (i) membantu pemohon dalam 
menyelenggarakan pertemuan dalam rangka mengambil keputusan, memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk bermusyawarah dan membahas strategi, mendapatkan informasi yang 
sangat diperlukan, serta; (ii) menyiapkan pertemuan bagi semua pihak terkait untuk mencari 
jalan keluar bersama. Adalah tanggung jawab kantor SPF untuk memperlakukan semua pihak 
dengan hormat, peduli terhadap mereka, dan menjamin prosedur yang adil. Bukan peran SPF 
untuk memutuskan mana yang salah atau benar, menyelesaikan masalah, menemukan 
kebenaran, atau memutuskan untuk memihak salah satu pihak yang terkait. Laporan Hasil 
Tinjauan dan Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keputusan akhir atas 
permasalahan yang terkait dengan proyek PMPD, penilaian terhadap kelompok pemegang 
kepentingan atau perorangan, atau serangkaian rekomendasi para ahli tentang bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan yang ada. Laporan ini dimaksudkan untuk membantu para 
pemegang kepentingan (pihak terkait) agar mereka dapat memahami dengan lebih baik tujuan 
serta keprihatinan masing-masing pihak serta membantu mereka mempertimbangkan berbagai 
pilihan untuk mengatasi keprihatinan tersebut. Dengan landasan pemahaman tersebut, laporan 
ini menyampaikan penilaian yang independen dan netral. Laporan ini akan diberikan kepada 
pemohon (melalui LSM) dan IRM terlebih dahulu, dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Setelah 
pemohon memutuskan untuk melanjutkan tahap konsultasi, dan jika pemohon dan IRM sama-
sama setuju untuk mengijinkan agar laporan ini diberikan kepada pemerintah, maka SPF akan 
melakukannya.                  
 
8. Tinjauan dan penilaian (langkah ke-4 dari proses konsultasi) meliputi (i) peninjauan atas 
dokumen tertulis, termasuk Laporan dan Rekomendasi Presiden ADB, laporan balik, Aide 
Memoirs, Nota Kesepahaman serta dokumen utama lainnya; (ii) wawancara dengan staf ADB 
baik yang terlibat dalam proyek PMPD dulu maupun saat ini;7 (iii) diskusi dengan ketiga LSM; 
(iv) penilaian berdasarkan kunjungan lapangan yang meliputi kunjungan lapangan ke sarana 
fisik yang dipermasalahkan, dan wawancara dengan pemegang kepentingan utama di kelima 
desa yang berjumlah total 83 orang; dan (v) diskusi dengan staf dan pengambil keputusan dari 
Departemen Dalam Negri dan Otonomi Daerah, DitJen PMD, pemerintah daerah, konsultan dari 
tim Pusat dan Daerah.8   
 
9. Tinjauan dan penilaian yang berdasarkan kunjungan lapangan ini mencakup wawancara 
kualitatif yang menggunakan tiga macam kuesioner yang bersifat semi terbuka untuk kelompok 
pemegang kepentingan yang berbeda.9 Tujuannya adalah untuk (i) mengidentifikasi pemegang 
                                                 
7  IRM telah memberikan dokumen yang menjelaskan posisi mereka sehubungan dengan pengaduan (position 

paper) ini kepada kantor SPF, dimana isi dari dokumen tersebut juga dikutip dalam laporan ini.  
8  Tim SPF terdiri dari Karin Oswald, Senior Project Facilitation Specialist, dari kantor SPF, Ma. Roserillan S. 

Robidillo-Ortega, Consultation Coordination Officer, dari kantor SPF, Ursula Hammerich, Konsultan, dan dua 
penerjemah yakni Heryanti Umiyarsi dan Pak Wahnan. Tim SPF berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh 
semua pihak, kesediaan mereka untuk bertemu dan memberi informasi, keterbukaan dalam menjawab pertanyaan 
kami. Tim kantor SPF mengucakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, yang meskipun 
sedang sibuk dengan musim tanam tetap berusaha meluangkan waktu untuk wawancara.  

9  Ketiga macam kuesioner ini digunakan untuk mewawancarai (i) kepala desa dan ketua Badan Perwakilan Desa 
(BPD), (ii) kelompok pelaksana desa (POKLAK) dan (iii) penandatangan surat pengaduan dan dukungan, serta 
penduduk lainnya yang tidak terwakili dalam surat pengaduan. Kuesioner semi terbuka ini terdapat di Lampiran 2. 
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kepentingan utama; (ii) memastikan permasalahan pokok yang timbul dari pengaduan; dan (iii) 
mencari tahu apakah para pihak yang terkait (pemegang kepentingan) siap untuk 
menyelesaikan masalah secara bersama dan bagaimana mereka ingin memulai proses dialog 
untuk mengatasi permasalahan yang ada.  Pemeriksaan lapangan terhadap sarana fisik yang 
dibangun oleh proyek PMPD (jalan, dan gorong-gorong, jembatan dan sarana air bersih) 
dilakukan untuk (i) mendapatkan gambaran sistematis tentang pemahaman penduduk yang 
sebenarnya mengenai sarana fisik yang dibangun oleh proyek PMPD, kekurangan yang 
dilaporkan dan perbaikan yang telah dilakukan serta keadaannya saat ini; (ii) menetapkan 
manfaat dari sarana fisik yang dirasakan; dan (iii) menentukan apa saja yang disepakati atau 
tidak disepakati sehubungan dengan perbaikan yang harus dilakukan.  Rangkuman hasil dari 
tinjauan dan penilaian berdasarkan kunjungan lapangan ini disusun menurut masing-masing 
desa dan terlampir di Lampiran 3.10  Hasil tersebut tidak mewakili semua desa yang ada secara 
statistik dalam hal apapun, atau menggambarkan proyek PMPD secara keseluruhan. Tidaklah 
tepat jika hasil yang didapat digabungkan secara kuantitatif, namun kecenderungan kualitatif 
dapat dilihat dan digarisbawahi di teks utama dan rangkuman dari laporan hasil tinjauan dan 
penilaian ini (Lampiran 3).    
 
  
B. Identifikasi Pemegang Kepentingan  

1. Lima Masyarakat Desa 

10. Kelima masyarakat desa yang ada sudah pasti memiliki kepentingan langsung dan 
jangka panjang dalam proyek PMPD. Mereka terdiri dari berbagai kelompok pemegang 
kepentingan yang berbeda-beda. Meskipun ada banyak cara untuk menggolong-golongkan 
kelompok ini, kantor SPF pada awalnya menggolongkan mereka kedalam enam kategori, yakni: 
(i) penandatangan surat pengaduan, (ii) penandatangan daftar dukungan; (iii) kepala desa, 
anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), serta beberapa anggota aparat desa, yang terdiri atas 
staf pembantu kepala desa; (iv) anggota POKLAK;11 dan (v) penduduk lainnya. Satu kelompok 
lainnya yang pada awalnya juga diidentifikasi sebagai pemegang kepentingan, yakni Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelihatannya tidak ada di kelima desa tersebut. Upaya untuk 
mewawancarai sebanyak mungkin perempuan dilakukan untuk memastikan agar pendapat 
mereka juga diikutsertakan ke dalam tinjauan dan penilaian ini. Sebagian dari kelompok 
tersebut diatas mewakili masyarakat secara resmi, kepala desa adalah wakil desa yang dipilih, 
atau merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa. POKLAK adalah kelompok kunci 
dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Pandangan dan pendapat para penandatangan surat 
pengaduan dan daftar pendukung perlu ditegaskan oleh pandangan dan pendapat penduduk 
lainnya. Latar belakang profesi para pemegang kepentingan di tingkat desa sangat bervariasi, 
dan meliputi latar belakang profesi yang bermacam-macam mulai dari guru, yang biasanya 
membentuk golongan elit di desa, sampai pemilik toko, atau petani. Mereka juga mewakili 
tingkat kemiskinan dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.  
 

                                                 
10  Kebanyakan orang yang diwawancarai meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Informasi dari desa-desa 

tersebut kadang-kadang bisa dikaitkan dengan perorangan. Untuk menjamin kerahasiaan penduduk, kantor SPF 
hanya membuat rangkuman dari penilaian tingkat lapangan. Selain itu, kantor SPF juga telah menggolong-
golongkan pemegang kepentingan utama ke dalam beberapa kategori. 

11  POKLAK adalah singkatan dari kelomPOK peLAKsana. Menurut keterangan yang didapat dari Tim Konsultan  
Pusat, POKLAK adalah kelompok  penduduk miskin yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan di desa. 
Tugas mereka antara lain meliputi pembelian material, menyusun jadwal kerja, melakukan tugas yang bersifat 
dasar dan sederhana dalam mengelola proyek di desa.  Setelah proposal desa dipilih, POKLAK mewujudkan 
proposal tersebut menjadi kenyataan.  
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11. Secara keseluruhan, pengetahuan berbagai kelompok masyarakat mengenai proyek 
PMPD sangat bervariasi. Sebagian dari mereka paham benar, khususnya para kepala desa dan 
POKLAK, serta sebagian dari penandatangan surat pengaduan. Tampaknya ada kebingungan 
diantara para penandatangan daftar dukungan tentang apa yang mereka dukung melalui 
pemberian tanda tangan mereka. Sebagian dari mereka mengira bahwa mereka telah 
menandatangani permohonan untuk mendapatkan paket A dan B yang ada dalam proyek 
PMPD, dan bukan pengaduan. Hanya ada sedikit perempuan yang termasuk sebagai 
penandatangan. Penduduk wanita yang diwawancarai hanya mengetahui sedikit sekali tentang 
proyek PMPD. Harapan dan tuntutan para penduduk sangat bervariasi. Mereka benar-benar 
peduli untuk membangun RT dimana mereka tinggal dan sebagian dari mereka juga 
menegaskan pentingnya untuk membangun RT lain yang ada di desa mereka. Meskipun 
sebagian besar penduduk tidak mengetahui tentang adanya pengaduan, banyak di antara 
mereka yang bersedia mendukungnya, sementara yang lainnya merasa “tidak ada yang perlu 
diadukan”.          
 
12. Para kepala desa, yang sebelumnya ditunjuk namun kemudian dipilih sejak undang 
undang desentralisasi yang baru mulai diberlakukan pada tahun 2001 dan 2002, dianggap 
sebagai penghubung penting antara kecamatan, unit pelaksana proyek (Project Implementation 
Unit/PIU) di tingkat kabupaten, dan masyarakat. Dukungan terhadap pengaduan yang diberikan 
oleh kepala desa bervariasi, mulai dari mendukung penuh, setengah mendukung, sampai tidak 
mendukung sama sekali seperti yang terjadi di satu desa.  Kepercayaan dan keyakinan 
masyarakat terhadap kepala desa untuk mewakili kepentingan penduduk juga bervariasi. 
Namun demikian, kehadiran kepala desa dalam proses konsultasi selanjutnya jelas merupakan 
suatu persyaratan untuk mendapatkan jalan keluar yang berkelanjutan bagi masalah yang ada.       
 
13. BPD ada di kelima desa, dan biasanya terdiri dari lima orang anggota. Lembaga ini 
merupakan lembaga pemerintah desa yang masih tergolong baru dan dalam beberapa hal 
masih berusaha menentukan peranannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan 
masyarakat, bertindak sebagai dewan desa, menyelenggarakan pertemuan untuk 
membicarakan proyek, dan menerima pengaduan. Para anggota BPD mengaku bahwa tingkat 
pengetahuan, pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proyek PMPD cukup terbatas di 
masa lalu. Semua kepala BPD mendukung pengaduan yang ada.   
 
14. Menurut keterangan, POKLAK di kelima desa tersebut baru dibentuk setelah 
pembangunan sarana fisik hampir selesai. Tampaknya tidak ada peraturan dan ketentuan yang 
memadai yang mengatur keterlibatan dan wewenang POKLAK dalam mengawasi dan 
memantau jalannya pembangunan ataupun masalah keuangan. Pengetahuan anggota 
POKLAK tentang proyek PMPD dan peran serta tanggung jawab mereka sangat bervariasi. 
Tidak semuanya mendukung pengaduan yang dibuat.     
   
 

2. Tiga LSM  

15. YCHI, LK3 dan YDA menganggap lembaga mereka sebagai pendukung masyarakat, 
dan berkomitmen untuk membantu masyarakat desa mengupayakan agar masalah yang terkait 
dengan proyek PMPD dapat diselesaikan, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa menikmati 
manfaat dari proyek tersebut. Keterlibatan mereka dengan proyek PMPD dimulai pada tahun 
2002 ketika mereka membantu masyarakat dalam monitoring partisipatif di delapan desa pada 
awalnya, di Kalimantan Selatan. Para penandatangan tampak menaruh kepercayaan terhadap 
ketiga LSM tersebut dan menginginkan agar mereka terlibat sebagai penghubung selama tahap 
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konsultasi berlangsung. Ketiga LSM tersebut merasa bahwa mereka telah banyak membantu 
dalam memberdayakan masyarakat dan perlu tetap terlibat. 
 
 

3. Lembaga Pemerintah dan Konsultan  

16. Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang jelas dalam proyek ini. Pemerintah 
menyediakan $ 55,2 juta atau 32% dari total biaya proyek. Proyek ini juga mendukung 
pemerintah dalam proses desentralisasi dan mewujudkan upaya pengurangan kemiskinan. 
Proyek PMPD adalah proyek yang kompleks dan inovatif. Proyek ini melibatkan banyak staf 
pemerintah dan konsultan (empat paket, empat perusahaan yang berbeda) di tingkat pusat, 
propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dalam pelaksanaannya. Proyek ini dari awal sampai 
sekarang masih mengalami kendala dalam hal terlambatnya alokasi anggaran dan perekrutan 
konsultan. Pengelolaan proyek seperti ini cukup menantang. Proyek ini menyediakan banyak 
kesempatan kepada staf pemerintah yang ada di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, 
kecamatan, dan desa untuk memahami serta menjalankan peran baru mereka dalam sistem 
yang terdensentralisasi. Selain itu, proyek PMPD juga juga membantu dalam meningkatkan 
otonomi daerah, reorientasi dan pelatihan kembali staf DitJen PMP dan staf pemerintah daerah 
yang dialihkan kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka yang baru.  
 

4. ADB - Indonesian Resident Mission  

17. ADB dan IRM memiliki kepentingan yang jelas dalam proyek PMPD. ADB memberi dua 
pinjaman dengan jumlah total $115 juta atau 68% dari total biaya proyek dan memiliki 
kepentingan untuk memastikan bahwa keprihatinan masyarakat ditanggapi. ADB juga memiliki 
kepentingan untuk memastikan bahwa investasi besar dalam kegiatan yang berorientasi proses 
ini memberikan dampak sosial yang positif, dimana masyarakat desa dapat mengembangkan 
dan menerapkan ketrampilan manajemen dan berada dalam posisi untuk menyuarakan 
kepentingan mereka. IRM mendapat tugas yang cukup menantang untuk menyelenggarakan 
proyek yang kompleks ini dan telah beberapa kali bertemu dengan ketiga LSM yang memantau 
proyek PMPD. “Dalam suatu pertemuan dengan LSM di Banjarmasin pada bulan Februari 
2003, dan dalam sebuah surat yang dikirim kepada mereka pada tanggal 28 Januari 2004, staf 
IRM mengakui bahwa pembangunan sarana fisik desa yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan 
2002 diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas karena fasilitator LSM 
belum direkrut pada saat itu sedangkan dana sudah disediakan bagi anggaran kabupaten dan 
pejabat kabupaten memutuskan bahwa pembangunan tersebut harus dimulai. Partisipasi 
masyarakat sedikit sekali, dan dilakukan melalui MUSBANGDES12 untuk memilih sarana fisik 
yang diprioritaskan. Atas permintaan LSM, Midterm Review Mission menemui mereka pada 
tanggal 1 Desember 2004 di Banjarmasin, (dimana mereka) mengangkat permasalahan yang 
sama (seperti sebelumnya)” 13 
 
 
C. Identifikasi Permasalahan  

18. Dalam wawancara dan pertemuan yang diadakan oleh kantor SPF, para pemegang 
kepentingan menyebutkan berbagai keprihatinan yang berbeda mulai dari keprihatinan yang 
besar sampai dengan keprihatinan pribadi yang terkait khusus dengan desa, kelompok, atau 
bahkan perorangan. Bagian ini mencoba untuk menggabungkan dan menyusun berbagai 

                                                 
12  Anggota MUSBANGDES biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa. 
13  Dokumen IRM yang menjelaskan posisi mereka sehubungan dengan pengaduan (IRM Position Paper), April 2005. 
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pandangan yang disampaikan oleh berbagai pemegang kepentingan seputar masalah paling 
utama yang dapat  ditangani. Bagian ini menggambarkan pendapat berbagai kelompok 
pemegang kepentingan yang ada. Tujuannya bukan untuk mendukung atau menyangkal suatu 
pendapat, namun menyampaikan pandangan dan pendapat  pokok dari para pemegang 
kepentingan utama mengenai tiap-tiap masalah.      
  
19. Permasalahan yang disampaikan telah dikelompokkan ke dalam kategori utama berikut 
ini: 

• Sarana fisik 
• Urutan Paket Proyek  
• Partisipasi dalam pengambilan keputusan  
• Informasi 

 
1. Sarana Fisik  

20. Keprihatinan utama adalah tentang sarana fisik yang tidak memenuhi syarat atau tidak 
memadai, dan penggunaan dana operasional dan pemeliharaan (O+P) untuk memperbaiki 
mutu sarana fisik, bukan untuk pemeliharaan. Para pemohon merasa bahwa dana O+P 
seharusnya tidak digunakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan atau menyempurnakan 
sarana fisik yang tidak memenuhi syarat atau tidak memadai. Beberapa penduduk merasa 
sangat tidak puas dengan sarana fisik yang dibangun, sementara yang lainnya merasa cukup 
puas meskipun jalan yang dibangun berlubang. Terlambatnya alokasi anggaran telah 
menyebabkan anggota masyarakat yang mampu mengumpulkan dana talangan agar proyek 
dapat segera dilaksanakan dan memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan pada 
waktunya. Pemohon menyebutkan bahwa pelaksanaan sarana fisik tersebut telah 
menyebabkan timbulnya masalah di kalangan masyarakat selama pembangunan berlangsung 
maupun setelahnya: (i) tidak semua RT sama-sama merasakan manfaat sarana fisik yang 
dibangun; (ii) tidak semua masyarakat yang tinggal dalam satu RT sama-sama merasakan 
manfaatnya; (iii) di satu desa, terjadi persaingan antara masyarakat yang terlibat sebagai buruh 
upah, dimana sebagian dari mereka bersedia bekerja dengan upah dibawah standar upah 
harian yang resmi, dan (iv) sedangkan di satu desa lainnya  tidak semua orang dapat 
dipekerjakan dalam pelaksanaan proyek. Dampak negatif di bidang ekonomi yang ditimbulkan 
oleh sarana fisik, sebagian terjadi selama pembangunan berjalan, sedangkan sebagian lagi 
masih terjadi sampai sekarang, terkait dengan (i) naiknya biaya transportasi akibat keadaan 
jalan yang parah; (ii) berkurangnya pendapatan karena sebagian lahan sawah telah dihibahkan 
untuk pembangunan jalan;14 (iii) ditutupnya beberapa gorong-gorong telah menyebabkan 
pengairan sawah menjadi terhambat selama musim  kemarau dan mengakibatkan turunnya 
hasil panen dan berkurangnya pendapatan.  
 
21. Namun demikian, masyarakat yang diwawancarai kantor SPF juga menyebutkan bahwa 
ada banyak manfaat yang dirasakan dari sarana fisik yang dibangun. Mereka sekarang dapat 
pergi ke pasar dengan mudah, jalan antar RT menjadi lebih baik, transportasi untuk orang dan 
hasil bumi menjadi lebih cepat dan murah. Dalam beberapa hal, masyarakat sekarang dapat 
mengandalkan transportasi darat, dan tidak lagi tergantung pada transportasi sungai dan 
pasang surut/naik air sungai. Mereka juga mengakui bahwa sekarang para pedagang dapat 
datang langsung ke desa untuk membeli hasil bumi. Anak-anak dapat pergi ke sekolah dengan 
mudah. Sarana air bersih untuk minum sekarang sudah tersedia sehingga masyarakat dapat 
menghemat banyak waktu untuk mengambil air dari sumber air yang letaknya jauh.        
                                                 
14 Akan tetapi masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak ada masalah dengan menghibahkan 

tanah, asalkan sarana fisik yang dibangun diatas tanah tersebut keadaannya baik.  
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22. Ada ketidakjelasan dalam informasi yang diberikan masyarakat mengenai sarana fisik 
yang dibangun, misalnya rincian jalan (panjang, lebar, material yang digunakan), jembatan,  
atau jumlah gorong-gorong.  Oleh karena itu, pengaduan mereka sebagian besar berkaitan 
dengan rincian spesifikasi yang kelihatannya disebabkan oleh mutu dari perancangan dan 
pembangunan. Sarana fisik yang disediakan bagi kelima desa antara antara tahun 2001 dan 
2003 diuraikan dalam Laporan Tahunan proyek PMPD untuk 2003  (Tabel 1).15 
 

Tabel 1: Sarana fisik Yang Disediakan oleh Proyek PMPD di Kelima Desa  
 

Kabupaten/Kecamatan/Desa  Sarana Fisik Yang Disediakan  
Kabupaten Banjar 
Kecamatan Aluh-Aluh 

 

Handil Baru Pengerasan jalan desa sepanjang 2.95 km  
Kecamatan  Karang Intan  
Kiram Pengerasan jalan desa sepanjang 1.7 km  

Pembangunan sarana air bersih   
Mandiangin Barat Pengerasan jalan desa sepanjang 0.5 km  

Pembangunan jembantan desa  
Pembangunan sarana air bersih  

Kabupaten Tanah Laut 
Kecamatan Kurau 

 

Handil Negara Pengerasan jalan desa sepanjang 1.1 km  
 

Kali Besar Pengerasan jalan desa sepanjang 2.36 km  
Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberdayaan  

Masyarakat dan Desa. Perkembangan Perlaksanaan Proyek. Pemberdayaan Masyarakat  
untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003. Jakarta.  

 
23. Kantor Manajemen Proyek16 dan insinyur17 yang terlibat dalam proyek PMPD 
berpendapat bahwa sarana fisik yang diselenggarakan di kelima desa pada umumnya sudah 
baik. Ada kesepakatan dasar bahwa jika masih ada masalah, maka masalah tersebut 
hendaknya diselesaikan dalam jangkauan proyek dan jika memungkinkan secara teknis. IRM 
telah diberitahu bahwa pemerintah mengambil tindakan untuk memeriksa sarana fisik yang 
dipermasalahkan, dan telah diberi laporan hasil pemeriksaan tersebut. “Staf manajemen proyek 
dengan dibantu oleh fasilitator proyek telah memeriksa dan membuat catatan tentang sarana 
yang dibangun proyek di kelima desa dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2005. Laporannya 
telah diserahkan kepada ADB pada tanggal 14 April 2005. Laporan tersebut menyatakan bahwa 
sarana fisik desa yang dibangun dalam keadaan baik (foto terlampir dalam laporan), dan 
tindakan untuk memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak telah dilakukan dengan benar. 
Masyarakat dilaporkan puas dengan proyek tersebut.”18 
                                                 
15  Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Perkembangan Perlaksanaan Proyek. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003. 
Jakarta. Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia.  

16  Sehubungan dengan pengaduan yang diajukan oleh kelima desa, Wakil Ketua Tim dari Tim Konsultan Pusat 
mengirim staf Kantor Manajemen Proyek (Project Management Office/PMO) yang ada di Jakarta ke Kalimantan 
Selatan dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2005 untuk memeriksa keadaan sarana fisik yang diselenggarakan 
oleh proyek PMPD. 

17 Proyek PMPD telah merekrut satu Insinyur bidang Infrastruktur dan 2 Insinyur bidang Konstruksi untuk tingkat 
Kabupaten, serta beberapa Insinyur bidang Konstruksi untuk tingkat Kecamatan sebagai bagian dari Tim 
Konsultan Regionalnya untuk kabupaten Banjar dan Tanah Laut  . Mereka semua telah mengunjungi sarana fisik 
yang dipermasalahkan, selama lima bulan terakhir.    

18  Dokumen IRM yang menjelaskan posisi mereka sehubungan dengan pengaduan (IRM Position Paper), April 2005. 
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2. Urutan Pelaksanaan Paket  Proyek  

24. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya Paket A telah 
menyebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Seandainya saja mekanisme 
perencanaan berbasis masyarakat diberikan sebelumnya, hal ini sudah tentu dapat mendukung 
kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan Paket C.  Akan tetapi, 
tampaknya tidak semua masyarakat menganggap permasalahan ini penting. Banyak 
masyarakat tidak tahu bahwa proyek PMPD seharusnya dimulai dengan Paket A terlebih 
dahulu. Banyak masyarakat yang diwawancarai juga merasa sulit untuk memahami konsep 
proyek. Alasan mengapa Paket A dan B tidak dilaksanakan sering kali tidak diberikan sama 
sekali, atau diberikan tapi tidak secara jelas bahkan salah. Akibatnya masyarakat menjadi 
bingung.        
    
25. Pada dasarnya, pemerintah, konsultan, IRM, dan masyarakat sepakat bahwa 
peningkatan kapasitas untuk perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi di bawah 
Paket A yang ada dalam proyek PMPD seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu. Paket ini 
mengenalkan proses perencanaan dan pelatihan terkait serta kegiatan peningkatan kapasitas 
kelembagaan untuk mendorong dan membantu masyarakat mengembangkan dan menguji-
coba mekanisme perencanaan berbasis masyarakat (MPBM) serta menyusun rencana 
pembangunan desa dan mengajukannya sebagai proposal untuk mendapatkan dana.  Paket ini 
juga membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Desa (KKPD) untuk memfasilitasi dan 
mendukung proposal pembangunan. “IRM pada awalnya menolak untuk mengganti dana yang 
telah dikeluarkan untuk biaya pekerjaan umum karena proses pemilihan sarana fisik desa yang 
akan dibangun tidak melibatkan masyarakat sepenuhnya. Akan tetapi, pemerintah terus 
meminta ADB agar mengganti biaya yang dikeluarkan berdasarkan alasan (i) pelaksanaannya 
telah melibatkan masyarakat meskipun tingkat keterlibatannya minim, (ii) dana pendamping 
telah disediakan oleh pemerintah kabupaten, dan (iii) penolakan hanya akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap pelaksanaan di masa yang akan datang, mengingat proyek ini masih 
berada dalam tahap awal. IRM dan DitJen PMD melakukan serangkaian diskusi untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. IRM meminta DitJen PMD untuk memberikan bukti 
(daftar masyarakat yang hadir dalam MUSBANGDES), (…) dan meminta pimpinan proyek 
untuk memeriksa keaslian formulir penarikan dana dan tandatangan staf Direktorat Anggaran, 
Departemen Keuangan. (…).  Pada akhir tahun 2002, IRM meminta dengan sangat agar DitJen 
PMD sampai fasilitator lapangan untuk mengikuti prosedur yang benar dalam memilih sarana 
fisik desa yang akan dibangun, serta mengunjungi kembali dan memperbaiki sarana fisik yang 
dibangun di desa-desa pada tahun 2001 dan 2002. Mulai tahun 2003, tindakan perbaikan telah 
dilakukan dan proyek PMPD mulai menggunakan proses yang benar. Pada tahun 2004, sekitar 
50% desa yang menerima pembangunan pada tahun 2001/2002 dikunjungi kembali oleh 
proyek, dan pada tahun 2005 semua desa yang tersisa (…) akan dikunjungi kembali untuk 
mengenalkan MPBM. Salah satu dari desa yang ikut mengajukan pengaduan, yakni Handil 
Baru, telah diikutsertakan dalam pelaksanaan Paket A dan B pada tahun 2004. Sedangkan 
keempat desa lainnya rencananya akan diikutkan ke dalam program untuk tahun 2005. (…) 
IRM telah meminta DitJen PMD untuk berbicara dengan bupati Banjar dan Tanah Laut untuk 
memastikan bahwa keempat desa tersebut diikutkan ke dalam program untuk tahun 2005.”19  
 
26. PMO dan PIU sama-sama menegaskan bahwa keempat desa tersebut diatas akan 
diikutsertakan di tahun 2005. 
 

                                                 
19  Dokumen IRM yang menjelaskan posisi mereka sehubungan dengan pengaduan (IRM Position Paper), April 2005. 
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3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan  

27. Permasalahan ini erat kaitannya dengan permasalahan sosialisasi proyek. Masyarakat 
desa, termasuk wakil dari BPD mengeluh bahwa masyarakat tidak dilibatkan baik sebelum 
maupun selama pembangunan sarana fisik di desa mereka. Mereka merasa bahwa seharusnya 
mereka memiliki suara dalam memilih sarana fisik yang mempengaruhi kehidupan mereka, 
karena merekalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakat.  Mereka merasa bahwa 
jajaran pemimpin (elit) desa tidak melibatkan mereka dan bahwa perancangan dan 
pelaksanaan proyek hanyalah urusan segelintir orang. Beberapa penduduk desa mengatakan 
bahwa seandainya mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan 
memilih sarana fisik yang berbeda. Namun demikian, ada banyak penduduk lainnya yang cukup 
puas dengan sarana fisik yang mereka terima.      
   
 

4. Informasi 

28. Banyak diantara pemegang kepentingan yang menganggap kurangnya akses kepada 
informasi sebagai hal terpenting kedua dan merupakan bagian dari keprihatinan yang paling 
kompleks. Masyarakat mengeluh bahwa mereka baru mengetahui tentang proyek PMPD pada 
saat kendaraan kontraktor berdatangan dan bulldozer tiba untuk menggali tanah atau 
membongkar jembatan untuk menyiapkan pembangunan sarana fisik. Bahkan para anggota 
POKLAK sering merasa tidak diberi informasi yang memadai tentang proyek. Dari sudut 
pandang masyarakat, kurangnya informasi telah menyebabkan banyak masyarakat yang tidak 
mempercayai pemerintah pada umumnya, dan pemerintah daerah/desa pada khususnya, 
manajemen proyek, POKLAK, dan bahkan seorang penandatangan dalam satu kasus. 
Sosialisasi proyek juga terhambat karena beberapa desa memiliki wilayah yang tersebar luas 
dan antara satu RT dengan RT lainnya tidak selalu ada jalan penghubung.  Ada banyak 
masyarakat yang selalu tinggal dalam wilayah RT mereka dan sebagian dari mereka ada yang 
belum pernah melihat sarana fisik yang dibangun di RT lain. Akan tetapi, miskomunikasi dan 
kesalahpahaman juga terjadi di masing-masing desa dan dalam hubungan antar anggota 
masyarakat sehari-hari. Tampaknya hal ini perlu diklarifikasi dan diluruskan dan menjadi 
tanggung jawab setiap warga desa, namun khususnya pemerintah desa dan lembaganya.   
 
29. Kecuali lokakarya yang diadakan di pusat dan kabupaten, PMO menganggap sosialisasi 
tentang proyek PMPD di tahun 2001/2002 hanya sedikit. Rencana Kampanye Kesadaran 
Masyarakat (Community Awareness Campaign Plan/CAC PLAN) dengan tugas utamanya 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep dan prinsip pemberdayaan masyarakat 
untuk pembangunan desa disiapkan pada tahun 2003. Sistem penanganan pengaduan sebagai 
bagian dari CAC dikenalkan dan dikelola oleh Paket D yang ada dalam proyek PMPD. CAC 
menganggap fasilitator desa sebagai sumber utama informasi di tingkat desa. Karena empat 
dari lima desa yang mengajukan pengaduan belum menerima Paket A dan B dan oleh 
karenanya belum memiliki fasilitator desa, keempat desa tersebut tidak diikutkan ke dalam 
sistem kotak pengaduan desa. Akan tetapi, IRM dan PMO telah menawarkan untuk 
menyediakan informasi tambahan setiap kali mereka bertemu dengan LSM, namun mereka 
merasa bahwa tawaran tersebut tidak disambut dan ada informasi baru yang tidak diproses. 
PIU di tingkat kabupaten merasa bahwa mereka telah menjelaskan tentang kerangka proyek 
dan keterbatasannya beberapa kali, tapi masyarakat tidak mau menerima penjelasan tersebut.  
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D. Penilaian terhadap Kemungkinan untuk Menyelesaikan Masalah  

30. Ada perbedaan pandangan dalam melihat permasalahan yang ada. Masing-masing 
individu dan kelompok pemegang kepentingan memiliki pemahaman dan kepedulian yang 
berbeda-beda mengenai permasalahan yang ada, begitu juga halnya dengan saran mereka 
tentang bagaimana menyelesaikannya.   Perbedaan ini terjadi antara satu anggota masyarakat 
dengan anggota lainnya, dan antara satu desa dengan desa lainnya.  Sebagian besar kelompok 
pemegang kepentingan di tingkat desa, pemerintah, serta IRM menyatakan kesediaannya untuk 
menyelesaikan masalah. Akan tetapi, tidak semua pemerintah desa sama-sama setuju dengan 
pemohon dan sebagian besar masyarakat. Setiap desa mewakili dunia kecil yang berbeda 
dengan dinamikanya sendiri. Kelihatannya permasalahan yang ada sebagian besar berakar 
pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah di semua tingkat, mereka mengatakan 
bahwa pemerintah tidak transparan, dan kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi 
(sosialisasi). Harapan dan pemahaman tentang desentralisasi, pemberdayaan, atau partisipasi 
mencerminkan latar belakang pendidikan dan posisi yang berbeda dalam lingkup desa, dan 
kepentingan pribadi perlu dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian masalah. Kelima desa 
mencerminkan masyarakat yang berada dalam masa peralihan, dimana norma dan nilai budaya 
sedang diamati, dan paradigma tradisional tidak berlaku sepenuhnya. Hal ini bisa bisa dianggap 
sebagai suatu hal yang mengancam bagi mereka yang berkuasa, dan merasa bahwa mereka 
perlu mengamankan hak-hak istimewa mereka. Namun di sisi lain, hal ini memberi kebebasan 
bagi orang lain dan menciptakan harapan bagi mereka yang seharusnya diberdayakan.    
 
31. Harapan mengenai wewenang dan pengaruh kantor SPF perlu diluruskan: 
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah di tingkat daerah ataupun di tingkat yang lebih tinggi 
kelihatannya sudah jauh mengakar di kelima desa. Ketidakpercayaan ini tidak akan hilang 
karena adanya fasilitasi yang diberikan kantor SPF untuk menyelesaikan pengaduan. Untuk 
menghapus ketidakpercayaan ini diperlukan jangka waktu yang lebih lama dan upaya serius 
dari pejabat pemerintah dan arahan dari IRM, transparansi dalam berinteraksi, transparansi 
dalam hal keuangan, serta dukungan dari proyek PMPD dan konsultannya. Namun demikian, 
masyarakat dan LSM harus siap untuk memberi kesempatan kepada pemerintah, manajemen 
proyek, dan IRM. Kantor SPF paham bahwa telah ada upaya serius yang dilakukan pada tahun 
2003 dan 2004 untuk melaksanakan proyek PMPD sesuai dengan kesepatan yang dibuat 
antara ADB dan pemerintah Indonesia. Manajemen proyek juga telah melakukan upaya untuk 
memperbaiki sarana fisik di kelima desa dan menangani pengaduan. Kesempatan baik untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada hanya ada bisa diperoleh jika semua pihak yang 
terlibat memahami bahwa mereka memiliki kewajiban, siap untuk melangkah kedepan, tidak 
saling menyalahkan, bersikap toleran dalam menerima kesalahan mereka sendiri serta 
kesalahan orang lain, dan bersama-sama mencari jalan keluar.20  
 

III. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKAN YANG DIUSULKAN  

A. Tindakan Perbaikan dan Rekomendasi  

32. Sarana Fisik. Sebagian besar pemegang kepentingan di tingkat desa jelas berfokus 
pada masalah sarana fisik, yang memerlukan perbaikan, tapi kelihatannya mereka tidak 
memiliki informasi yang cukup untuk memberi usulan tentang bagaimana masalah tersebut bisa 
diselesaikan. Mereka tidak yakin apakah dana O+P masih tersedia untuk tahun 2005. Mereka 
juga merasa bahwa dana tersebut tidak cukup untuk melakukan perbaikan di tahun-tahun 
sebelumnya. Beberapa pemegang kepentingan yang tahu lebih banyak mengusulkan untuk 

                                                 
20 Tabel yang merangkum permasalahan, kesamaan dan perbedaan pendapat  ada di Lampiran 4   
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menggunakan dana hibah desa, yang disediakan dalam Paket A untuk perbaikan sarana fisik, 
sementara yang lainnya tidak setuju dengan gagasan tersebut. Sebagian masyarakat merasa 
bahwa proyek PMPD harus menyediakan dana tambahan untuk memperbaiki sarana fisik. 
Dana O+P telah diberikan selama dua tahun terakhir dan berasal dari dana proyek PMPD, 
namun menurut beberapa keterangan dana O+P juga datang dari sumber lain.  Sebagian 
masyarakat juga tampak berasumsi bahwa proyek PMPD bisa mengalokasikan anggaran untuk 
membangun sarana fisik tambahan, seperti sarana penghubung antar RT bagi RT-RT yang 
tidak dimasukkan ke dalam proyek sebelumnya. Proyek PMPD perlu segera menjelaskan 
kepada kelima desa tentang kriteria yang berlaku, dan anggaran apa saja yang tersedia bagi 
masing-masing desa pada waktu itu dan saat ini. Selain itu, kewajiban masyarakat untuk 
memelihara sarana fisik yang mereka terima perlu dibahas. Kekurangan dalam perancangan 
dan pembangunan sarana fisik, jika ada, perlu diperbaiki, untuk menghindari jangan sampai 
desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi terbebani untuk memperbaiki kekurangan tersebut 
terus-menerus.   Dalam beberapa hal, masyarakat juga harus menerima bahwa sarana fisik 
tertentu hanya perlu pemeliharaan rutin, yang berarti memerlukan komitmen dan sumberdaya 
dari mereka.        
 
33. Urutan Paket Proyek.  Semua pihak sepakat bahwa proses pengembangan 
kelembagaan seharusnya dilaksanakan sebelum pembangunan sarana fisik dilakukan. 
Pemerintah dan manajemen proyek telah menjamin bahwa keempat desa yang tersisa akan 
diikutsertakan dalam pelaksanaan paket A, B, dan D di tahun 2005. Masyarakat telah 
mengusulkan agar proyek PMPD melakukan upaya ekstra untuk menyediakan informasi yang 
lengkap tentang proyek, persyaratannya, pembentukan kelompok, serta memberikan waktu 
yang cukup kepada kelima desa untuk memahami, menyerap dan menerima fakta. Fasilitator 
desa harus ditugaskan dengan segera.   
  
34. Informasi. Kelima desa menganggap akses yang lebih luas kepada informasi sebagai 
masalah utama. Akses ini selain meliputi informasi tentang proyek, konsep, peraturan dan 
pedoman yang diterapkan, juga mencakup manajemen keuangan yang transparan, misalnya 
tanda tangan orang kedua dan memberitahukan transaksi bank yang dilakukan kepada 
masyarakat.  Ada usulan agar ketua BPD juga menandatangani transaksi keuangan, disamping 
penandatangan pertama. Menurut keterangan, tidak ada peraturan yang jelas mengenai 
pencairan dana proyek PMPD kepada masyarakat, misalnya POKLAK. Dengan 
diikutsertakannya keempat desa yang masih tertinggal kedalam desa penerima paket A, B & D 
untuk tahun 2005, diharapkan agar penyebaran informasi (sosialisasi) meningkat pesat. Proyek 
PMPD harus memastikan agar semua RT menerima informasi yang sama, dan RT yang sulit 
dijangkau tidak tertinggal. Proyek PMPD harus mengenalkan unit pengaduan masyarakat yang 
ada secara gamblang kepada masyarakat, dan berupaya untuk menerapkan mekanisme 
pemberian saran yang terbuka dan membangun di tingkat yang paling rendah bilamana 
mungkin.            
   
 
35. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.  Ada kesepakatan antar berbagai 
pemegang kepentingan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. 
Dengan dilaksanakannya Paket A dan B, diharapkan agar masyarakat mendapat kesempatan 
yang lebih baik untuk berpartisipasi. Namun demikian, perlu dijelaskan juga bahwa dalam 
situasi tertentu, keputusan tetap perlu diambil meskipun keputusan tersebut tidak disukai oleh 
semua masyarakat, dan bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Melibatkan 
BPD dalam pelaksanaan proyek di kelima desa bisa jadi merupakan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan proyek PMPD.     
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B. Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

36. Kelima desa telah menegaskan bahwa mereka memiliki harapan dan prioritas yang 
berbeda sehubungan dengan keempat permasalahan yang diangkat. Dukungan terhadap 
pengaduan di tingkat desa bervariasi. Pendekatan per desa oleh karena itu akan digunakan 
untuk (i) menyepakati prinsip; (ii) memastikan kesediaan untuk terlibat; (iii) menegaskan 
kembali prioritas; (iv) menyepakati langkah selanjutnya; (v) menerima aturan dasar;21 dan (vi) 
menyepakati jadwal yang harus diikuti.   
   
37. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus bersedia 
untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan BPD harus  
bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat terus berjalan. 
Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya musyawarah. Menyalahkan 
orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus dikubur dengan masa lalu, dan 
setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan agar dapat menyelesaikan masalah 
dengan cara yang berkelanjutan.     
 
38. Kantor SPF akan menjelaskan laporan hasil tinjauan dan penilaian ini kepada 
masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kejelasan tentang masalah 
yang ada, dan memikirkan langkah selanjutnya serta konsekuensinya. Sebagai bagian dari 
proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk memutuskan apakah mereka ingin 
melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan, maka 
mereka akan diminta untuk memberikan komentar tentang isi laporan ini kepada kantor SPF, 
khususnya mengenai rencana tindakan yang diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, 
langkah selanjutnya yang diusulkan, menerima aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis 
dan mungkin dilakukan yang harus diikuti.  
 
39. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. Setelah 
masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, rencana 
tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk memperjelas sarana 
fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan sarana fisik tersebut, dan 
mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan berkelanjutan, yang masih berada dalam 
lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, 
pemerintah, IRM, manajemen proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan 
tindakan selanjutnya, tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana 
tindakan.   
 
 
40. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-
masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu 
penandatangan daftar dukungan dan para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator 
kabupaten, Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: 
petugas pelaksana proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit 
/PAU) dan (v) Kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan Kantor 
SPF. Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya  terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan disiapkan 

                                                 
21  Aturan dasar di lampiran 6 
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secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari kabupaten Banjar dan 
Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim undangan kepada para peserta 
yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta 
bersama harus meliputi: (i) daftar permasalahan yang terkait dengan saran fisik sebagaimana 
yang diperiksa di lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki 
masalah yang dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk 
memelihara masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi sehubungan dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek berakhir; 
Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga seorang insinyur 
bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan bersama-sama menyiapkan 
hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv).  
  
 
41. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap desa 
segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini akan melibatkan 
orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian fakta bersama, serta 
para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang terdiri dari satu fasilitator lokal 
yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan diusulkan dan disepakati bersama oleh 
semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai oleh Kantor SPF. Rangkuman hasil akan 
didokumentasikan dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana 
tindakan yang disepakati. Kantor SPF yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya 
ke dalam bahasa Inggris dan membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi 
bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal 
untuk proses konsultasi ada di Lampiran 5.    
 
  



  Lampiran 1, halaman 1   

   16 February 2005  
Mr. Nalin P. Samarasingha  
Special Project Facilitator Asian 
Development Bank 6 ADB Avenue 
Mandaluyong City 1550 Philippines  

Yth. Mr. Samarasingha,  

Pengajuan Konsultasi: Community Empowerment of Rural Development 
Project, Indonesia Loan 1765-INO (OCR) & 1766-INO (SF)  

PENGANTAR  
Community Empowerment for Rural Development Project (Proyek CERD) adalah 
proyek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor 
perdesaan. Proyek ini dimaksudkan sebagai upaya mengurangi dampak dari krisis 
ekonomi yang melanda Indonesia. Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya proyek 
iniadalah: kemiskinan di sektor perdesaan, tidak adanya akses bagi masyarakat 
miskin terhadap pelayanan, minimnya peran perempuan dalam pembangunan.  

Proyek dengan dana sebesar US$ 170,2 juta ini didanai oleh pinjaman ADB 
berdasarkan Loan 1765-INO (OCR) & 1766-INO (SF) sebesar US$ 115 (68%) dan 
pemerintah Indonesia sebesar US$ 55,2 (32%). Proyek ini berlaku efektif pada 15 
Maret 2001 dan akan diimplementasikan selama 6 tahun di 6 provinsi di Indonesia, 
yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.  

Proyek CERD meliputi 4 komponen, yaitu: Komponen A untuk Peningkatan Masyarakat 
dalam Pembangunan Masyarakat, Komponen B untuk Pengembangan Lembaga 
Keuangan dan Ekonomi Perdesaan, Komponen C untuk Peningkatan Prasarana 
Perdesaan, dan Komponen D untuk Manajemen dan Monitoring.  

Masyarakat dari beberapa desa penerima proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun 
2002 merasakan bahwa proyek CERD melanggar desain, prinsip dan pendekatan 
yang direncanakan proyek ini, yang membawa dampak kepada masyarakat. Upaya 
penyelesaian masalah telah dilakukan sejak Maret 2003 hingga Desembar 2004, mulai 
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat hingga ADB-Indonesia Resident Mission. 
Permasalahan yang dirasakan masyarakat tersebut hingga saat ini belum mendapatkan 
kejelasan penyelesaiannya.  
 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami masyarakat dari 5 desa lokasi Proyek CERD 
di Kalimantan Selatan tahun 2002 dan beberapa NGO yang tergabung dalam FORUM 
MASYARAKAT PEDULI PROYEK CERD merasa perlu untuk meminta SPF 
melakukan peninjauan dan investigasi terhadap Proyek CERD dalam kerangka 
Mekanisme Akuntabilitas ADB. Kami meminta SPF melakukan aktivitas ini khususnya 
untuk pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 di 5 desa sebagai berikut:  
a. Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan  
b. Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan 
Selatan  
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c. Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan  
d. Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan  
e. Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan  
 
1. PIHAK YANG MENGAJUKAN KONSULTASI  

Pengajuan konsultasi ini dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Proyek CERD 
yang terdiri dari:  

      (Nama dan alamat dirahasiakan atas permintaan penandatangan) 
 

Nama-nama pengaju konsultasi di atas bersepakat untuk memilih alamat 
bersama sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, yaitu:  

(Alamat dirahasiakan atas permintaan pemohon) 
 
Upaya penyelesaian masalah melalui konsultasi ini juga didukung oleh masyarakat 
lainnya melalui tanda tangan dukungan (sebagaimana terlampir) dari:  
�Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar  
�Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar  
�Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar  
�Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar  
�Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut  
�Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut  
�Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut 
�Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut 

 
2. KERUGIAN IMPLEMENTASI PROYEK CERD  

A. ASPEK SOSIAL  
Pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan pada tahun 2002 telah 
menimbulkan konflik horisontal dan akan mempertinggi potensi terjadinya konflik 
ini di masyarakat. Konflik yang timbul di masyarakat ini muncul karena 
rendahnya pelibatan masyarakat, rendahnya keterbukaan informasi dan 
pertanggungjawaban terkait pelaksanaan proyek ini di tingkat desa yang 
berujung pada perkelahian, kebingungan, ketidaktahuan dan kecurigaan 
terhadap pelaksana proyek di tingkat desa. Dampaknya, hubungan antara 
masyarakat dengan pelaksana proyek desa menjadi tidak harmonis sehingga 
lebih memperparah sumbatan jalur informasi.  

 
Penyebab konflik yang terjadi di masyarakat desa penerima Proyek CERD tahun 
2002 ini juga terjadi karena kesalahan prosedur pelaksanaan proyek. Dari 
keempat komponen yang seharusnya diterima desa sasaran proyek, hanya satu 
komponen saja yang diterima oleh desa 2002 yakni komponen C, di mana 
komponen C merupakan penunjang dari implementasi komponen A dan B. 
Dengan kata lain, komponen A dan B yang seharusnya menelorkan keputusan 
infrastruktur apa yang akan dibangun tidak dilaksanakan.  
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Di Desa Handil Negara, konflik ini berwujud adu fisik (perkelahian) antara 
anggota masyarakat dengan pelaksana Proyek CERD tingkat desa (yang juga 
anggota masyarakat di desa yang sama). Hal ini disebabkan informasi tentang 
Proyek CERD tidak disampaikan kepada masyararakat dan itu 
menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka.  
Di beberapa desa lain, selain kelima desa lokasi pengaju konsultasi ini, juga 
terjadi konflik dengan sebab yang sama. Konflik ini berwujud kebingungan, 
ketidaktahuan dan kecurigaan terhadap pelaksana proyek di tingkat desa. 

 
B. ASPEK MATERIIL  

Pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun 2002 menimbulkan 
kerugian materiil yang langsung dirasakan masyarakat. Secara spesifik masalah 
yang menimbulkan kerugian dari pelaksanaan Proyek CERD ini, di antaranya:  

� Menurunkan Produktivitas Hasil Pertanian  
Di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sejak Proyek 
CERD membangun infrastruktur jalan, kontraktor yang mengerjakannya pada 
akhir 2002, menutup gorong-gorong yang ada pada saat proses penimbunan 
jalan.  

 
Gorong-gorong yang terbuat dari kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) yang berada 
di jalan RT 3, mulanya ada 2 buah (sebelum Proyek CERD). Gorong-gorong ini 
merupakan saluran pengeluaran air (pengeringan) dari lahan persawahan. 
Namun dengan selesainya pembangunan jalan, gorong-gorong yang dibangun 
kembali hanya satu unit.  

Gorong-gorong yang hilang satu unit tersebut menyebabkan proses pengeringan 
lahan persawahan menjadi terhambat. Setidaknya ini menyebabkan sekitar 3,5 
hektar/± 120 borong (ukuran masyarakat untuk luas lahan adalah borong; 1 
hektar setara dengan 35-36 borong; 1 borong sama dengan 17 m x 17 m), 
mengalami penurunan produktivitas (dari 8 blek gabah hasil panen tiap satu 
borong -1 blek sama dengan 20 liter persekali panen- menjadi hanya 3-5 blek).   
Kondisi terendamnya sawah ini juga menyebabkan pola pengendalian hama 
tikus yang biasa diterapkan masyarakat tidak bisa diterapkan lagi. Dampaknya 
serangan hama tikus tidak terkendali.  

� Hibah Tanah Untuk Pembangunan Jalan Menjadi Tidak Bermanfaat Bagi 
Masyarakat Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar  
Pembangunan infrastruktur di Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh 
Kabupaten Banjar memberikan semangat bagi masyarakat yang selama ini 
sangat mengharapkan adanya sarana transportasi darat menuju Kota 
Banjarmasin (ibu kota provinsi). Semangat masyarakat ini terlihat dari kerelaan 
masyarakat untuk menghibahkan sebagian sawahnya yang berada di wilayah 
yang akan dipergunakan untuk pelebaran jalan.  

Namun pembangunan infrastruktur tersebut sangat tidak sempurna dibanding 
dengan besarnya dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Hasilnya 
bahkan sangat jauh dari harapan masyarakat karena ketinggian tanah kurang, 
pecah-pecah, berlobang, dan tidak rata sehingga tidak bisa dimanfaatkan 
sebagai sarana transportasi di desa dan antar-desa.   
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Padahal masyarakat telah menghibahkan tanahnya yang selama ini diolah 
untuk bisa memperoleh hasil pertanian setiap tahunnya. Meskipun pada 
akhir 2004, jalan tersebut telah diperbaiki dengan menggunakan dana 
operasional dan pemeliharaan (O&P), namun jalan tersebut masih belum 
bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat karena kondisi jalan masih becek 
dan pada beberapa ruas jalan tanahnya longsor.  

Oleh karena dianggap lebih pantas sebagai lahan persawahan dari pada 
sebagai jalan, maka pada beberapa bagian ruas jalan dipakai masyarakat 
untuk pembibitan padi.  

Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut  
Kondisi yang sama terjadi di Desa Handil Negara Kecamatan Kurau Kabupaten 
Tanah Laut. Infrastruktur jalan yang dibangun pada awalnya tidak layak untuk 
dipakai sebagai sarana transportasi. Batu yang dipakai sebagai pengerasan 
jalan terlalu besar sehingga menyulitkan untuk dijalani, belum lagi rendahnya 
jalan menyebabkan terendam air saat hujan. Kondisi tersebut menyebabkan 
dana pemeliharaan (O&P) Proyek CERD yang turun akhir 2004 digunakan 
masyarakat untuk perbaikan/finishing terhadap infrastruktur ini sehingga bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Namun saat ini muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana keberlanjutan 
pemeliharaan jalan ini jika dana O&P yang seharusnya dipakai sebagai dana 
pemeliharaan dialihfungsikan sebagai dana perbaikan?  

� Proses Pembangunan Jalan Menghancurkan Jembatan Desa  
Penggunaan alat berat (excavator) saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
jalan di Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar harus dibayar 
mahal dengan rusaknya jembatan desa yang terbuat dari kayu ulin (Eusideroxylon 
zwageri) yang berukuran 20 m X 3 m.  

Alat berat yang dibawa melalui sungai menuju lokasi pembangunan jalan 
terhalangi oleh jembatan yang biasa dipakai masyarakat. Sehingga pada waktu 
itu jembatan tersebut harus dibongkar.  

Meskipun jembatan ini kemudian dipasang lagi, namun pemasangannya tidak 
dilakukan dengan baik sehingga kondisinya tidak seperti sedia kala. Dengan 
berjalannya waktu, dua tahun kemudian jembatan ini akhirnya runtuh (kondisi 
Januari 2005).  

Kondisi ini mengakibatkan hilangnya sarana penghubung antar-pemukiman 
masyarakat dari RT 2 ke RT 3 sehingga masyarakat harus melalui jembatan lain 
yang jaraknya lebih jauh.  

� Masyarakat Meminjami Dana kepada Proyek CERD untuk 
Pembangunan Infrastruktur  
Pembangunan sarana fisik di Desa Mandiangan Barat dan Desa Kiram Kecamatan 
Karang Intan Kabupaten Banjar yang membutuhkan dana di bawah 50 juta rupiah 
dikelola oleh kelompok pelaksana desa.  

Dalam pelaksanaannya, Proyek CERD melakukan pelanggaran terhadap prosedur 
surat perjanjian pemberian pekerjaan (SPPP), dalam hal waktu pencairan dana 
dengan target penyelesaian pembangunan infrastruktur. Masyarakat dituntut 
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untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai target, namun tidak 
diikuti dengan pencairan dana yang tepat waktu.  

Masyarakat berusaha keras untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur 
tersebut dengan mencari pinjaman dari masyarakat yang mampu, tidak hanya di 
desa mereka bahkan juga kepada masyarakat di luar desa. Melalui pinjaman 
sebesar 60 juta rupiah (2 paket pekerjaan/SPPP) ini target pembangunan 
infrastruktur dapat tercapai. Namun, hingga proses pembangunan infrastruktur ini 
selesai, belum ada kepastian kapan dana akan dicairkan, dan pinjaman kepada 
masyarakat masih belum bisa dibayarkan. Sekitar 45 hari kemudian setelah 
pembangunan selesai, baru dana pembangunan infrastruktur ini dicairkan secara 
utuh.  

Proses pinjam meminjam dan keterlambatan pencairan dana ini menyebabkan 
masyarakat menerima kerugian material yang berupa biaya-biaya yang tidak bisa 
terbayarkan seperti biaya transportasi mencari pinjaman, belum lagi jika pinjaman 
tersebut diperhitungkan secara komersial. 

 
C. ASPEK PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY  
Upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sebenarnya telah 
terbangun di masyarakat. Embrio perkembangan demokratisasi menuju civil society 
ini sayangnya terhambat oleh perilaku manajemen proyek melalui ancaman 
terhadap masyarakat yang berupaya mempertanyakan proses pelaksanaan proyek 
yang ada di desanya.  

Permasalahan-permasalahan Proyek CERD di desa sebenarnya telah dicoba untuk 
diupayakan penyelesaiannya oleh masyarakat. Namun upaya ini mendapatkan 
tekanan, misalnya seperti ancaman kepada kepala desa untuk menenangkan 
masyarakat dan melarang masyarakat untuk mengajukan protes karena jika 
masyarakat tidak mau diam maka desa tersebut tidak akan menerima proyek 
apapun nantinya. Bahkan dalam sebuah pertemuan masyarakat dengan pimpinan 
proyek (16 April 2003), ancaman serupa juga terjadi

i
.  

Adanya tekanan dan ancaman, baik terhadap kepala desa maupun masyarakat 
yang mempertanyakan dan mengajukan protes terhadap ketidakjelasan 
pelaksanaan proyek ini jelas-jelas menjadi hambatan dalam perkembangan 
demokratisasi menuju civil society di provinsi ini. Kondisi ini juga menyebabkan 
timbulnya kebiasaan baru di masyarakat untuk tidak bersikap terbuka, tidak 
bertanggung jawab dan tidak partisipatif.  

Ancaman-ancaman ini bertentangan dengan akuntabilitas proyek yang diharapkan 
terwujud dari adanya sikap kritis masyarakat. Padahal Proyek CERD sendiri, 
khususnya komponen D (Manajemen dan Evaluasi), berupaya mendorong 
pengawasan oleh masyarakat agar penyimpanganpenyimpangan implementasi 
proyek bisa diminimalkan.  
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3. PENYEBAB MASALAH 
 

A. PELANGGARAN TERHADAP DESAIN PROYEK  
�Tujuan Proyek  
 

Proyek ini bertujuan untuk mengentaskan masyarakat miskin perdesaan, 
khususnya masyarakat miskin yang tinggal dekat pusat pertumbuhan, melalui 
upaya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas 
masyarakat desa dan mendukung kegiatan investasi lokal.  

Kondisi yang terjadi di desa 2002 -yang tidak memiliki kelengkapan 
komponen- sudah jelas tidak akan bisa mencapai tujuan proyek ini jika 
komponen yang diberikan tidak secara utuh dan lengkap. Artinya, untuk 
mencapai tujuan tersebut di desa 2002 terlebih dahulu harus dilakukan 
pemenuhan komponen secara lengkap dan berurutan.  

 
� Tahapan Proyek  

Desain proyek sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek 
akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas/pemberdayaan masyarakat 
(Komponen A), kemudian akan diikuti dengan peningkatan ekonomi melalui 
pembentukan lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat/LSPBM 
(Komponen B). Dua komponen ini akan didukung oleh pembangunan 
infrastruktur desa (Komponen C). Sedangkan fasilitator dan konsultan akan 
berperan dalam manajemen dan pengawasan proyek (Komponen D).  

 
Pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 sangat jauh dari desainnya sendiri 
karena proyek ini dimulai dengan masuknya komponen C, tanpa dilakukan 
pemberdayaan dalam masyarakat (Komponen A) dan peningkatan bidang 
ekonomi (Komponen B). Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya 
fasilitator yang bertugas mendampingi masyarakat. Melihat kondisi ini, sudah 
jelas bahwa proyek telah melakukan pelanggaran terhadap desain yang telah 
dibuatnya sendiri.  

 
�Pelanggaran Terhadap Prinsip (Akseptabel, Transparan, Akuntabel, Keberkelanjutan, 
dan Keterpaduan) dan Pendekatan (Partisipatif, Kemitraan, Public Real Demand, 
Otonomi dan Desentralisasi, serta Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan) 
 

Pelaksanaan Proyek CERD
ii 
 

Tidak Transparan  
Pelaksanaan Proyek CERD pada tahun 2002 jelas-jelas melanggar pendekatan 
transparansi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sosialisasi di setiap desa 
penerima Proyek CERD tahun 2002. Bahkan karena tidak adanya sosialisasi, 
masyarakat penerima manfaat sendiri tidak mengetahui proyek apa yang ada di 
desanya serta dasar penetapan jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur.  

 
 

Meski Proyek CERD memiliki pedoman umum pelaksanaan proyek (pertama kali 
iterbitkan 3 Juli 2001), namun dokumen ini juga tidak disebarluaskan ke 
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masyarakat. Belum lagi kenyataan bahwa proyek ini diimplementasikan tanpa 
project operational procedure (POP) hingga Maret 2003.  

Kondisi ini juga yang akhirnya menimbulkan konflik antar-masyarakat di beberapa 
desa penerima Proyek CERD tahun 2002, karena informasi yang tidak jelas. 

 
Tidak Akuntabel  
Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap pelaksanaan proyek ini di 

tingkat desa dan tingkat-tingkat di atasnya. Hal ini terkait dengan 
pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan 
maupun ketidaklengkapan komponen.  

 
Bahkan pertanggungjawaban terhadap konflik yang muncul sebagai akibat 

ketidakberesan pelaksanaan proyek ini juga tidak ada.  
 

Tidak Partisipatif  
Masuknya Proyek CERD di desa hanya melibatkan kepala desa dan beberapa 

aparat desa lainnya (elit desa), tanpa melibatkan masyarakat. Elit desa ini dipilih 
oleh proyek sebagai perwakilan masyarakat, namun ini tidak melalui proses 
pemilihan yang tepat sehingga keliru jika disebut perwakilan masyarakat. Hal ini 
jelas bukan kesalahan Kepala Desa beserta aparatnya, karena langkah ini 
dilakukan oleh pelaksana Proyek CERD.  

Tidak diterapkannya prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Proyek CERD tahun 
2002 berakibat pada beberapa infrastruktur yang dibangun tidak dibutuhkan 
masyarakat. Keputusan pembangunan infrastruktur yang tidak dilakukan 
bersama masyarakat ini mengakibatkan masyarakat tidak merasa memiliki 
infrastruktur yang telah dibangun dan beberapa hasil pembangunan tidak 
akseptibel bagi masyarakat.  

 
Tidak Akseptibel  
Banyak pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan 

kebiasaan yang ada di masyarakat, bahkan karena tidak partisipatif 
menyebabkan penggalian kebutuhan yang nyata di masyarakat tidak dilakukan.  

Artinya dengan proses yang tidak partisipatif tersebut, pelaksanaan Proyek CERD di 
Kalimantan Selatan tahun 2002 juga tidak akseptibel. Contoh, sesuai konteks 
dampak yang terjadi, maka masyarakat Desa Handil Negara tidak bisa menerima 
jika gorong-gorong yang dibangun hanya satu unit padahal sebelumnya mereka 
memiliki dua unit.  

 
Tidak Berkelanjutan  
Kasus ditinggalkannya sebagian desa-desa 2002 menunjukkan bahwa prinsip 

berkelanjutan tidak dipakai sama sekali. Belum lagi dengan ditinggalkannya 
banyak permasalahan oleh Proyek CERD di desa-desa 2002 khususnya, terkait 
kualitas pelaksanaan proyek dan ketidaklengkapan komponen proyek.  
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Tidak Meningkatkan Kapasitas Kaum Perempuan  
Pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 sama sekali tidak mendorong pada 
peningkatan kapasitas kaum perempuan. Tidak ada satu pun kegiatan dalam 
proyek ini yang melibatkan kaum perempuan secara resmi dan terstruktur.  

 
� Pelanggaran Terhadap Penetapan Wilayah Implementasi Proyek  

Pemilihan desa sasaran proyek tahun 2002 tidak dilakukan secara sungguh-sungguh 
melalui penggalian kebutuhan bersama masyarakat. Kecenderungan pemilihan desa 
tahun 2002 dilakukan secara serampangan, terbukti dengan hanya sebagian desa 
penerima proyek 2002 dimasukkannya sebagian penerima proyek tahun 2004. Desa 
yang tidak termasuk lagi sebagai sasaran proyek ini tidak diketahui kejelasan tindak 
lanjutnya. Padahal kualitas pelaksanaan proyek membawa dampak berkepanjangan di 
masyarakat. Adanya perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran dalam proses penetapan wilayah implementasi. 

 
B. PELANGGARAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL (LOCAL KNOWLEDGES AND 

PRACTICES)  
Proyek CERD tidak menghargai kearifan dan pengetahuan masyarakat 
setempat yang telah terbangun, teruji dan diakui kebenarannya oleh 
masyarakat, sesuai konteks di wilayah masingmasing. Hal ini dapat dilihat dari 
awal proses proyek ini yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal.  

Kasus gorong-gorong di Desa Handil Negara adalah salah satu bentuk tiadanya 
penghargaan terhadap kearifan lokal. Masyarakat setempat paham bagaimana 
kondisi wilayahnya, kondisi geografis dan hidrologis setempat, sehingga mereka 
menentukan gorong-gorong di ruas jalan yang dimaksud berjumlah dua unit agar 
mampu menyalurkan air dari lahan persawahan. Namun kontraktor Proyek 
CERD, setelah membangun jalan hanya membuat satu gorong-gorong yang 
berakibat fatal bagi masyarakat. Kontraktor tidak melakukan pemetaan bersama 
masyarakat terlebih dahulu terhadap rencana pembangunan suatu sarana fisik, 
misalnya ada beberapa dan dimana lokasi yang seharusnya disediakan gorong-
gorong. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Kiram. Kurangnya jumlah 
gorong-gorong menyebabkan masyarakat terpaksa memotong badan jalan agar 
air tersalurkan dan tidak menggenangi jalan.  

Kasus lainnya, longsornya tanah di beberapa sisi jalan diakibatkan oleh 
penggunaan kayu galam

iii 
yang digunakan sebagai siring

iv
 yang terlalu pendek. 

Kondisi ini terjadi di Desa Handil Baru, Handil Negara, dan Kali Besar. Ukuran kayu 
galam yang digunakan sebagai siring tidak disesuaikan dengan kebiasaan yang 
dilakukan masyarakat.  

Kasus yang berbeda di Desa Handil Baru dan Kali Besar, jembatan yang dibangun 
tidak memakai suai

v
. Menurut masyarakat, ketiadaan suai ini akan menyebabkan 

jembatan ini tidak akan bertahan lama. Tentunya jika tidak dapat bertahan lama, 
pada akhirnya masyarakat yang akan menerima dampaknya. 
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C. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS) DAN PRINSIP 
PENGELOLAAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)  
Oknum manajemen proyek telah melakukan upaya-upaya untuk menghindari 
tumbuhnya sikap kritis masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan proyek ini. 
Terbukti pada adanya upaya-upaya intimidasi agar masyarakat diam jika ada 
masalah dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu, ada pula ancaman jika 
permasalahan yang timbul itu disampaikan kepada pihak lain maka akibatnya lokasi 
proyek akan dipindahkan dari desa tersebut atau desa yang bersangkutan akan 
mendapat kesulitan sebagai sasaran proyek pembangunan lainnya.  

Kondisi ini terjadi karena oknum manajemen proyek tidak memahami dan 
menghargai hak asasi manusia (human rights). Adalah hak dasar manusia 
untuk merasa aman dan terhindar dari rasa takut.  

Intimidasi oknum manajemen proyek ini juga menunjukkan bahwa tidak dipahami 
dan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (good 
governance). Sikap kritis masyarakat dipandang sebagai ancaman atau musuh, 
padahal sikap kritis ini justru dalam upaya menuntut transparansi dan akuntabiltas 
proyek. Sikap kritis masyarakat ini sesungguhnya merupakan ciri dari tumbuhnya 
demokratisasi menuju civil society, yang sekaligus akan mendukung tercapainya 
tujuan Proyek CERD sendiri.  
 
Berbagai penyebab masalah di atas bersumber dari penempatan masyarakat 
sebagai obyek proyek, sedangkan manajemen proyek malah sebaliknya berperan 
sebagai subyek proyek. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya berbagai 
pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek CERD yang berdampak pada 
kerugian yang diderita masyarakat penerima proyek.  

4. SOLUSI  
A. ADB BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMENUHAN KOMPONEN 

PROYEK CERD  
MELALUI REKONSTRUKSI PROYEK

vi 

 

Sudah seharusnya proyek dijalankan secara utuh melalui pendekatan dan 
prinsip yang telah ditetapkan proyek ini. Artinya, pelaksanaan Proyek CERD di 
Kalimantan Selatan untuk desa-desa tahun 2002 harus dilakukan rekonstruksi 
proyek dengan pemenuhan komponen secara lengkap, sesuai disain proyek 
dan runtut. Proses pemenuhan komponen ini harus dijalankan melalui tahapan:  

� Pelaksanaan proyek harus didasarkan pada prinsip keterlibatan masyarakat, 
keterbukaan  

 informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaannya, sejak penilaian 
kebutuhan,  

 perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya.  

� Penilaian kebutuhan dari setiap komponen yang akan dilakukan harus dilakukan 
secara  

 partisipatif dan transparan. Melalui penilaian kebutuhan ini maka prinsip akseptibel 
yang  

 didorong oleh proyek ini akan tercapai.  
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� Pelaksanaan rekonstruksi proyek harus dijalankan sesuai dengan konsep 
pemberdayaan  

 masyarakat untuk pembangunan desa. Hal ini menuntut pelaksanaan komponen 
proyek  

 dilakukan secara utuh dan berurutan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.  
 Komponen A harus dilakukan di awal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Peningkatan  
 kapasitas ini harus diimbangi dengan ketersediaan modal masyarakat (Komponen B). 

Capaian  
 dari dua komponen ini akan membutuhkan infrastruktur penunjang (Komponen C). 

Keseluruhan  
 pelaksanaan ini dikelola dan diawasi oleh fasilitator dan konsultan (Komponen D). 

Untuk  
 memaksimalkan pengelolaan dan pengawasan menuju tercapainya tujuan proyek 

sangat  
 menuntut kinerja yang optimal dari Komponen D.  
 

Melalui tahapan di atas, prinsip keberlanjutan proyek ini akan tercapai.  

B. SPF MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG 
TERKAIT DENGAN PROYEK CERD DALAM RANGKA ACCOUNTABILTY  
Kecenderungan seringnya pergantian manajemen proyek, baik di tingkat pusat 

maupun kabupaten, berindikasi pada tidak adanya pertanggungjawaban 
terhadap kinerja yang telah dilakukan. Kami menyadari bahwa tidak terlalu 
banyak informasi tentang alasan pergantian struktur organisasi proyek dan 
evaluasi kinerja manajemen proyek selama ini. Namun, kami mengusulkan 
kepada SPF untuk melakukan investigasi terhadap kinerja semua pihak yang 
terkait dengan proyek CERD sejak proyek ini dijalankan, baik di tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional dan ADB sendiri. Harapan kami, 
dengan investigasi oleh SPF ini akan mendorong budaya pertanggungjawaban, 
terutama terhadap kesalahan yang dilakukan manajemen proyek dalam 
pelaksanaan tahun 2002.  

C. ADB MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENYEMPURNAAN TERHADAP 
INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN PADA PELAKSANAAN PROYEK CERD 
TAHUN 2002  
Walaupun untuk infrastruktur yang dibangun di desa 2002 telah disediakan dana 
operasional dan pemeliharaan (O&P) pada akhir 2004 lalu (sumber dana: loan ADB 
dan APBD Kabupaten), namun RRP Proyek CERD September 2000 (paragraph 44 
page 15) menyebutkan bahwa pemberian dana O&P akan dilakukan pada 
infrastruktur yang telah sempurna dikerjakan.  

 

Yang terjadi di desa Proyek CERD tahun 2002, infrastruktur yang dibangun 
kondisinya jauh dari sempurna. Seharusnya, jika infrastruktur yang dibangun 
belum sempurna maka harus terlebih dahulu diperbaiki, baru dilakukan 
pemeliharaan melalui dana O&P. Sedangkan yang terjadi, dana O&P digunakan 
masyarakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dari 
infrastruktur yang ada, ini pun tidak mencukupi. Akibatnya, dana pemeliharaan 
infrastruktur ini habis hanya untuk melakukan perbaikan, bukan untuk 
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pemeliharaan.  

 
Kondisi infrastruktur di masing-masing desa harus ditinjau ulang secara 
partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pada proses ini penyempurnaan 
infrastruktur proyek dapat berbentuk re building, finishing, rehabilitation, atau 
maintenance, sesuai dengan suara masyarakat.  

 
5. REKOMENDASI: PENINJAUAN PERFORMANCE PROYEK CERD DI 

SELURUH LOKASI DI INDONESIA  
Dampak dari implementasi Proyek CERD tahun 2002 juga dirasakan secara 
umum oleh masyarakat penerima Proyek CERD di provinsi lainnya. Oleh 
karenanya kami menyarankan SPF-ADB untuk juga melakukan investigasi 
menyeluruh terhadap Proyek CERD di Indonesia.  

6. UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN  
Upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek CERD 

Kalimantan Selatan tahun desa 2002 telah banyak dilakukan oleh masyarakat 
melalui berbagai cara dengan melibatkan pihak manajemen proyek di tingkat 
kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pihak ADB-IRM. Upaya-upaya tersebut 
mencakup:  

. • Seminar ekspos hasil monitoring yang dilakukan masyarakat pada 27 
Maret 2003 di Banjarmasin, dihadiri seluruh stakeholder proyek, anggota DPRD, pers 
dan akademisi.  
. • Pertemuan masyarakat dengan Manajemen Proyek di tingkat kecamatan 
(16 April 2003, 17 April 2003, 26 April 2003).  
. • Pertemuan masyarakat dengan Bupati Kabupaten Banjar pada 27 Mei 
2003.  
. • Pertemuan masyarakat dengan manajemen proyek tingkat kabupaten (11 
Maret 2004).  
. • Pengiriman surat tuntutan masyarakat kepada Pimpro Pusat CERD dan 
ADB-IRM pada 8 April 2004 tentang penyelesaian permasahan yang terjadi.  
. • Hearing masyarakat dengan DPRD Kabupaten Banjar dilakukan pada 24 
Juni 2004 dengan dihadiri masyarakat, Pimpro Kabupaten, Ketua Komisi C dan D.  
. • Pertemuan masyarakat dengan tim review mission ADB-IRM pada 1 
Desember 2004.  
 

Untuk lebih lengkapnya upaya yang telah dilakukan masyarakat serta 
hasilnya dapat dilihat pada lampiran. 

7. USULAN TERHADAP PELAKSANAAN PROSES KONSULTASI  
Kami menginginkan proses konsultasi terhadap pelaksanaan Proyek CERD 

Kalimantan Selatan tahun desa 2002 di 5 desa yang terkait dengan kami sebagai 
pelapor dilakukan dalam bentuk pertemuan melalui 3 tahapan, yaitu:  

A. TAHAP PERTAMA  
Konsultasi di tingkat provinsi yang dihadiri oleh Forum Masyarakat Peduli Proyek CERD 
dan SPF. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman terkait masalah 
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umum pelaksanaan Proyek CERD tahun 2002 di Kalimantan Selatan. Selain itu, pada 
pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan penetapan jadual konsultasi di setiap 
desa, serta akan dilakukan penyampaian rekomendasi pihak–pihak yang perlu 
dilakukan investigasi oleh SPF.  
 

B. TAHAP KEDUA  
Konsultasi di tingkat desa akan dilakukan di setiap desa yang mengajukan 
mekanisme ini. Pertemuan ini akan dihadiri oleh masyarakat desa dan SPF. 
Dalam proses ini akan disampaikan permasalahan spesifik masing-masing 
desa beserta solusi spesifik, untuk kemudian dilakukan peninjauan terhadap 
permasalahan yang ada. 

 
C. TAHAP KETIGA  

Konsultasi di tingkat provinsi dihadiri multi-pihak yang terkait Proyek CERD yang 
meliputi Forum Masyarakat Peduli Proyek CERD, SPF dan manajemen proyek tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten, ADB-IRM. Konsultasi yang melibatkan multi-pihak ini 
diharapkan dapat menjadi media klarifikasi terhadap semua permasalahan Proyek 
CERD tahun 2002. Melalui tahap di atas, kami yakin SPF dapat memahami 
permasalahan yang terjadi secara utuh sehingga dapat menjadi bahan perumusan 
rekomendasi penyelesaian permasalahan yang terjadi. 
 
8. KETERSEDIAAN SEMUA INFORMASI  

Kami menyediakan semua informasi penting ini. Mohon menghubungi kami untuk 
setiap informasi yang dibutuhkan.  

9. DOKUMEN PENDUKUNG  
Kami menyertakan dokumen pendukung surat ini dengan tujuan dapat menjadi 
rujukan dalam menilai kelayakan pelaksanaan konsultasi yang kami ajukan. 
Dokumen tersebut adalah: � Peta lokasi �Lampiran  

a. oTerjemahan resmi (dalam Bahasa Inggris)  
b. oCatatan proses advokasi (detil)  
c. oTanda tangan dukungan  
d. oRRP, Pedum 2002, Laporan MP, Berita koran terkait  
e. oSurat ke ADB-IRM dan balasannya  
f. oFoto-foto dan keterangannya  
 
10. KAMI MENYERAHKAN KEPADA SPF UNTUK MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI 
KONSULTASI INI  
 
11. KAMI MEMINTA SEMUA IDENTITAS YANG BERTANDA TANGAN DALAM 
SURAT INI DIRAHASIAKAN DEMI MENJAGA KEAMANAN PELAPOR DARI 
KEMUNGKINAN INTIMIDASI DAN TEKANAN  
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___________________________ 
I  
 Lihat Lampiran Detil proses advokasi terhadap Proyek CERD di Kalimantan Selatan 
tahun 2002.  

ii
 Pedoman Umum Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan 

Desa/PMPD (Community Empowerment for Rural Development/CERD). Dirjen 
Bina Pemberdayaan Masyarakat. Depdagri Otda. Republik Indonesia. 2001.  
iii 

Galam adalah nama sejenis kayu yang tumbuh di daerah lahan gambut, biasa 
digunakan sebagai penahan ketika mendirikan bangunan, dan juga penahan agar 
tanah tidak longsor/larut dalam air.  

iv  
Siring adalah susunan kayu yang ditancapkan rapat berjejer di pinggir badan jalan 

sebagai penahan jalan agar jalan tidak longsor ke samping, biasa digunakan di desa, 
terutama wilayah persawahan yang tanahnya tidak stabil atau sering tergenang air.  
v 

Suai adalah balok-balok kayu yang dipasang di bawah bangunan gorong-gorong 
yang berfungsi sebagai penyangga atau pengunci gorong-gorong supaya kokoh atau 
kuat bangunannya.  

vi 
 Berdasarkan informasi yang kami peroleh saat monitoring partipatif terhadap 

pelaksanaan Proyek CERD di Kalimantan Selatan tahun 2002, ADB tetap mencairkan 
dana utang meski komponen proyek belum siap secara lengkap. Ini menunjukkan 
kontribusi ADB terhadap carut marutnya pelaksanaan proyek ini, yang tentunya harus 
dipertanggungjawabkan.  
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Pedoman Wawancara untuk menangani Pengaduan tentang Proyek PMPD 01/2005, Kalimantan Selatan 1-10 April 2005 

 
Pedoman untuk Wawancara  Kepala Desa & Ketua BPD 

 
 
 
Tanggal Wawancara :      Nama Pewawancara: 
Kabupaten:   Kecamatan:   Desa: 
 
 
Pembukaan /Tujuan Kunjungan: 
Kenalkan diri Anda dan penerjemah Anda, jelaskan darimana Anda datang dan bahwa maksud 
kunjungan Anda adalah untuk membahas pengaduan yang dikirim ke Kantor Special Project 
Facilitator (SPF) ADB – jelaskan bahwa Kantor SPF adalah kantor khusus yang dibentuk ADB 
untuk menangani pengaduan yang datang dari orang-orang yang terkena dampak proyek 
bantuan ADB.        
 
Tujuan kunjungan : Anda ingin memastikan bahwa pengaduan yang dikirim mencerminkan 
keprihatinan masyarakat dan agar Kantor SPF mendapatkan gambaran dari masyarakat tentang 
tindakan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.1 
 
Nama responden:      Jabatan di Desa:  
Jenis Kelamin:      Mulai dari: 
 
 
I. Permasalahan Proyek/Pengaduan secara umum: 
1. Apa yang Anda ketahui tentang proyek PMPD? 
 
 
2. Kapan dan bagaimana Anda terlibat dalam perencanaan kegiatan proyek PMPD di desa Anda? 
 
 
3. Apa pendapat Anda tentang surat pengaduan yang dikirim (dan tentang anggota masyarakat 
yang mendukung surat pengaduan tersebut)?  
 
 
Sampaikan kepada responden bahwa selain dirinya juga ada penduduk lain, pemangku 
kepentingan dan “pendukung” (yang diambil dari daftar pendukung) yang akan diwawancarai –  
tapi jangan menyebutkan nama mereka !!!      
 
4. Selain dari daftar pemangku kepentingan yang telah kami siapkan, apakah menurut Anda ada 
orang lain lagi yang harus diwawancarai? Jika ya, jelaskan mengapa? 
 
 
II. Sejarah Komponen Sarana Fisik : 
5. Tolong jelaskan apa yang terjadi pada tahun 2002/2003 ketika sarana fisik dibangun di desa 
Anda. Apa yang Anda ingat terjadi pada saat itu ketika jalan/jembatan/ sarana air bersih 
dibangun? Bagaimana pembangunannya dilaksanakan (oleh siapa, bagaimana mutunya)?     
 
 
III. Keadaan Sarana Fisik Saat Ini: 
6. Apa manfaat dari sarana fisik yang dirasakan saat ini? 
 
 
7. Bagaimana keadaan sarana fisik saat ini? Seberapa baik-kah keadaannya?  
 

                                                 
1 Komentar yang dicetak miring adalah petunjuk untuk pewawancara   
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Pedoman Wawancara untuk menangani Pengaduan tentang Proyek PMPD 01/2005, Kalimantan Selatan 1-10 April 2005 

8. Jika keadaannya tidak baik, jelaskan mengapa? 
 
 
9. Apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya?  
 
 
10. Apakah hasil tindakan tersebut memuaskan? Mengapa/tidak ? 
 
 
11. Apa masalah lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek? 
 
 
IV. Usulan Untuk Perbaikan/Penyelesaian Masalah: 
12. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sarana fisik/ 
menyelesaikan masalah yang ada? 
 
 
13. Bagaimana jika pemerintah tidak setuju dengan usulan Anda untuk memecahkan masalah?  
 
 
14. Bagaimana jika dana untuk memperbaiki sarana fisik tersebut diambil dari dana 
pemeliharaan?   
 
 
15. Bagaimana jika desa Anda diikutsertakan ke dalam desa yang menerima paket A, B, dan C? 
Apakah ini sudah cukup memadai?  
 
 
16. Apakah Anda siap untuk bertemu dengan manajemen proyek guna merundingkan jalan keluar 
bagi masalah yang ada di desa Anda?  
 
 
17. Siapa saja orang-orang yang harus mewakili desa Anda dalam perundingan? 
 
 
V. Paket A& B (Pertanyaan untuk kepala desa Handil Baru saja)  
18. Apa pendapat Anda tentang upaya proyek PMPD yang telah mengikutkan Handil Baru dalam 
kegiatan proyek untuk Paket A2 dan B3 di tahun lalu? Apakah kedua paket tersebut telah 
dilaksanakan? Jika tidak, tahukah Anda mengapa? 
 
 
VI. Permasalahan lainnya  
19. Apakah ada hal lain yang terkait dengan pengaduan/masalah yang ingin Anda tambahkan? 
 
 
20. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya/kami/ADB mengenai kelanjutan 
pengaduan ini? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2  CB untuk perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi  
3  Pengembangan lembaga simpan-pinjam di desa 
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Pedoman Wawancara untuk menangani Pengaduan tentang Proyek PMPD 01/2005, Kalimantan Selatan 1-10 April 2005 

 
Pedoman untuk Wawancara Anggota LPM/ POKLA4 

 
 
Tanggal wawancara:      Nama Pewawancara: 
Kabupaten:   Kecamatan:   Desa:   RT: 
 
 
Pembukaan /Tujuan Kunjungan Anda: 
Kenalkan diri Anda dan penerjemah Anda, jelaskan darimana Anda datang dan bahwa maksud 
kunjungan Anda adalah untuk membahas pengaduan yang dikirim ke Kantor Special Project 
Facilitator (SPF) ADB – jelaskan bahwa Kantor SPF adalah kantor khusus yang dibentuk ADB 
untuk menangani pengaduan yang datang dari orang-orang yang terkena dampak proyek 
bantuan ADB.        
  
 
Tujuan Kunjungan Anda: Anda ingin memastikan bahwa pengaduan yang dikirim 
mencerminkan keprihatinan masyarakat dan agar Kantor SPF mendapatkan gambaran dari 
masyarakat tentang tindakan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.5 
 
Nama responden:      Jabatan di desa:  
Jenis Kelamin:      Mulai dari: 
 
I. Umum   
0. Tolong jelaskan tugas/tanggung jawab umum lembaga/kelompok Anda. 
 
 
II. Permasalahan Proyek/Pengaduan secara umum: 
1. Apa yang Anda ketahui tentang proyek PMPD? 
 
 
2. Apakah Anda terlibat dalam perencanaan kegiatan proyek PMPD di desa Anda? Jika ya, 
bagaimana? 
 
 
3. Apakah Anda tahu bahwa ada pengaduan tentang proyek PMPD dan jika ya, apa pendapat 
Anda tentang pengaduan tersebut?  
 
 
Sampaikan kepada responden bahwa selain dirinya juga ada penduduk lain, pemangku 
kepentingan dan “pendukung” (yang diambil dari daftar pendukung) yang akan diwawancarai –  
tapi jangan menyebutkan nama mereka!!!  
 
4. Selain dari daftar pemangku kepentingan yang telah kami siapkan, apakah menurut Anda ada 
orang lain lagi yang harus diwawancarai? Jika ya, jelaskan mengapa? 
 
 
II. Sejarah Komponen Sarana Fisik : 
5. Tolong jelaskan apa yang terjadi pada tahun 2002/2003 ketika sarana fisik dibangun di desa 
Anda. Apa yang Anda ingat terjadi pada saat itu ketika jalan/jembatan/ sarana air bersih 
dibangun? Bagaimana pembangunannya dilaksanakan (oleh siapa, bagaimana mutunya)?  
 
 
III. Keadaan Sarana Fisik Saat Ini: 
                                                 
4 POKLA adalah singkatan dari kelompok pelaksana desa   
5 Komentar yang dicetak miring adalah petunjuk untuk pewawancara  
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Pedoman Wawancara untuk menangani Pengaduan tentang Proyek PMPD 01/2005, Kalimantan Selatan 1-10 April 2005 

6. Apa manfaat dari sarana fisik yang dirasakan saat ini? 
 
 
7. Bagaimana keadaan sarana fisik saat ini? Seberapa baik-kah keadaannya?  
 
8. Jika keadaannya tidak baik, jelaskan mengapa? 
 
 
9. Apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya?  
 
 
10. Apakah hasil tindakan tersebut memuaskan? Mengapa/tidak? 
 
 
11. Apa masalah lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek? 
 
 
IV. Usulan Untuk Perbaikan/Penyelesaian Masalah: 
12. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sarana fisik/ 
menyelesaikan masalah yang ada? 
 
 
13. Tindakan/pendekatan apa yang paling bermanfaat bagi Anda dalam menyelesaikan masalah 
yang ada (pertanyaan tentang metodologi)? 
 
 
14. Apakah berbagai kelompok yang ada di desa Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang 
mekanisme penyelesaian masalah (bagaimana menyelesaikan masalah)? Mengapa demikian?    
 
 
15. Apa dampaknya terhadap proses penyelesaian masalah?  
 
 
16. Bagaimana seharusnya peran Kantor SPF dalam proses tersebut?  
 
 
17. Bagaimana jika pemerintah tidak setuju dengan saran yang Anda usulkan untuk 
menyelesaikan masalah yang ada? 
 
 
18. Bagaimana jika dana untuk memperbaiki sarana fisik tersebut diambil dari dana 
pemeliharaan?   
 
 
19. Bagaimana jika desa Anda diikutsertakan ke dalam desa yang menerima paket A, B, dan C? 
Apakah ini sudah cukup memadai?  
 
 
20. Apakah Anda siap untuk bertemu dengan manajemen proyek guna merundingkan jalan keluar 
bagi masalah yang ada di desa Anda?  
 
 
21. Siapa saja orang-orang yang harus mewakili desa Anda dalam perundingan? 
 
 
V. Permasalahan lainnya  
22. Apakah ada hal lain yang terkait dengan pengaduan/masalah yang ingin Anda tambahkan? 
 
 
23. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya/kami/ADB mengenai kelanjutan 
pengaduan ini? 
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Pedoman Wawancara untuk menangani Pengaduan tentang Proyek PMPD 01/2005, Kalimantan Selatan 1-10 April 2005 

 
 
Pedoman untuk Wawancara Masyarakat Desa/Penerima Manfaat   

 
 
Tanggal wawancara:      Nama Pewawancara: 
Kabupaten:   Kecamatan:   Desa:  RT: 
 
 
Pembukaan/Tujuan Kunjungan: 
Kenalkan diri Anda dan penerjemah Anda, jelaskan darimana Anda datang dan bahwa maksud 
kunjungan Anda adalah untuk membahas pengaduan yang dikirim ke Kantor Special Project 
Facilitator (SPF) ADB, jelaskan bahwa Kantor SPF adalah kantor khusus yang dibentuk ADB 
untuk menangani pengaduan yang datang dari orang-orang yang terkena dampak proyek 
bantuan ADB  
  
 
Tujuan Kunjungan: Anda ingin memastikan bahwa pengaduan yang dikirim mencerminkan 
keprihatinan masyarakat dan agar Kantor SPF mendapatkan gambaran dari masyarakat tentang 
tindakan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.6 
 
Nama responden:      Jabatan di desa:  
Jenis kelamin:       Mulai dari: 
 
I. Permasalahan Proyek/Pengaduan secara umum: 
1. Apa yang Anda ketahui tentang proyek PMPD? 
 
 
2. Apakah Anda terlibat dalam perencanaan kegiatan proyek PMPD di desa Anda? Jika ya, 
bagaimana? 
 
 
3. Apakah Anda tahu bahwa ada pengaduan tentang proyek PMPD dan jika ya, apa pendapat 
Anda tentang pengaduan tersebut?  
 
 
Sampaikan kepada responden bahwa selain dirinya juga ada penduduk lain, pemangku 
kepentingan dan “pendukung” (yang diambil dari daftar pendukung) yang juga akan diwawancarai 
–  tapi jangan menyebutkan nama mereka!!!  
 
 
4. Selain dari daftar pemangku kepentingan yang telah kami siapkan, apakah menurut Anda ada 
orang lain lagi yang harus diwawancarai? Jika ya, jelaskan mengapa? 
 
 
II. Sejarah Komponen Sarana Fisik: 
5. Tolong jelaskan apa yang terjadi pada tahun 2002/2003 ketika sarana fisik dibangun di desa 
Anda. Apa yang Anda ingat terjadi pada saat itu ketika jalan/jembatan/ sarana air bersih 
dibangun? Bagaimana pembangunannya dilaksanakan (oleh siapa, bagaimana mutunya)?  
 
 
III. Keadaan Sarana Fisik Saat Ini: 
6. Apa manfaat dari sarana fisik yang dirasakan saat ini? 
 
 
                                                 
6 Comments in italics are instructions for the interviewer 
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7. Bagaimana keadaan sarana fisik saat ini? Seberapa baik-kah keadaannya?  
 
 
8. Jika keadaannya tidak baik, jelaskan mengapa? 
 
 
9. Apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya?  
 
 
10. Apakah hasil tindakan tersebut memuaskan? Mengapa/tidak ? 
 
 
11. Apa masalah lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek? 
 
 
IV. Usulan Untuk Perbaikan/Penyelesaian Masalah: 
12. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sarana fisik/ 
menyelesaikan masalah yang ada? 
 
 
13. Tindakan/pendekatan apa yang paling bermanfaat bagi Anda dalam menyelesaikan masalah 
yang ada (pertanyaan tentang metodologi)? 
 
 
14. Apakah berbagai kelompok yang ada di desa Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang 
mekanisme penyelesaian masalah (bagaimana menyelesaikan masalah)? Mengapa demikian?  
 
 
15. Apa dampaknya terhadap proses penyelesaian masalah?  
 
 
16. Bagaimana seharusnya peran Kantor SPF dalam proses tersebut?  
 
 
17. Bagaimana jika pemerintah tidak setuju dengan saran yang Anda usulkan untuk 
menyelesaikan masalah yang ada? 
 
 
18. Bagaimana jika dana untuk memperbaiki sarana fisik tersebut diambil dari dana 
pemeliharaan?   
 
 
19. Bagaimana jika desa Anda diikutsertakan ke dalam desa yang menerima paket A, B, dan C? 
Apakah ini sudah cukup memadai?  
 
 
20. Apakah Anda siap untuk bertemu dengan manajemen proyek guna merundingkan jalan keluar 
bagi masalah yang ada di desa Anda?  
 
 
21. Siapa saja orang-orang yang harus mewakili desa Anda dalam perundingan? 
 
 
V. Permasalahan lainnya  
22. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sehubungan dengan pengaduan/masalah 
ini? 
 
 
23. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya/kami/ADB mengenai kelanjutan 
pengaduan ini? 
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HANDIL NEGARA— PENILAIAN ATAS PENGADUAN DAN RENCANA 
TINDAKAN YANG DIUSULKAN  

1.  Pengantar  

1. Handil Negara terletak di kecamatan Kurau, kabupaten Tanah Laut dan memiliki 
jumlah penduduk 604 orang yang tersebar di 3 RT (RT 1 - 246 penduduk, RT 2 – 194 
penduduk, RT 3 164 penduduk). Sebagian besar penduduk adalah petani, sedangkan 
sisanya adalah pedagang, buruh dan pegawai negri. Pada tanggal 1 dan 7 April 2005, 
kantor SPF mengadakan limabelas wawancara mendalam yang terdiri dari wawancara 
terpisah dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, dan masyarakat, termasuk 
penandatangan surat pengaduan dan daftar dukungan. Penandatangan surat 
pengaduan menunjukkan sarana fisik kepada Kantor SPF pada tanggal 1 April.  
 
2.  Identifikasi dan Gambaran Permasalahan    
 
2. Sarana fisik.  Kegiatan pembangunan sarana fisik di Handil Negara dimulai 
pada bulan Agustus 2002. Satu laporan proyek menyebutkan bahwa pengerasan  
sebuah jalan (panjang 1.100m)1 dengan total biaya Rp 175.519.000,002 dilakukan pada 
tahun 2002 (foto 1). Kelihatannya jalan tersebut pada awalnya direncanakan memiliki 
panjang 1.500 m, tapi ternyata ada sisa 400 m yang tidak dikerjakan oleh kontraktor. 
Menurut daftar sarana fisik yang diterima Kantor SPF dari PIU Tanah Laut, selain itu ada 
tiga jembatan yang diperbaiki. Masyarakat dilibatkan dalam menghamparkan kerikil dan 
tanah. Mereka diupah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Beberapa gorong-gorong – 
keterangan yang diperoleh menyebutkan jumlah yang berbeda-beda, yakni antara satu 
sampai tiga – ditutup selama pembangunan jalan (foto 10 &11). Dua diantaranya 
ditunjukkan kepada Kantor SPF pada waktu kunjungan lapangan. Menurut keterangan, 
pihak kontraktor berjanji untuk membukanya kembali, tapi tidak pernah melakukannya. 
Pada awalnya, di tahun 2002, jalan tersebut dilapisi dengan batu yang besar-besar, 
sehingga menyebabkan transportasi menjadi sulit dan mahal. Tapi pada tahun 2003 
jalan tersebut dilapisi dengan kerikil dan tanah merah, sedangkan sisa jalan sepanjang 
400 m diselesaikan pada tahun 2004 dengan menggunakan dana O+P.  Masyarakat 
mengeluh bahwa sisa jalan yang 400 m tersebut tingginya tidak sama dengan bagian 
jalan lainnya, akibatnya sering terkena banjir. Mereka juga berpendapat bahwa kayu 
siring yang dipasang mutunya rendah (foto 3 sampai 9). Menurut mereka dana O+P 
tidak cukup untuk menutupi biaya perbaikan utama dan seharusnya digunakan untuk 
pemeliharaan “rutin” saja. Sejak tahun 2003 ketika permukaan jalan yang bertaburan 
batu besar akhirnya dilapisi dengan tanah merah, manfaat jalan menjadi jelas, yakni: (i) 
jalan menuju pasar menjadi lebih mudah; (ii) jalan antar desa menjadi lebih mudah; (iii) 
jalan lebih lebar daripada sebelumnya sehingga memungkinkan dua kendaraan untuk 
lewat pada saat yang bersamaan; (iv) transportasi orang dan hasil bumi menjadi lebih 
mudah, murah dan cepat.               
 
3. Urutan Pelaksanaan Paket Proyek. Pemohon merasa bahwa pelaksanaan 
proyek yang dimulai dengan Paket C, dan bukannya dengan Paket A dan B terlebih 
dahulu adalah salah dan telah melanggar standar rancangan dan pelaksanaan proyek. 
Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang tidak tahu persis apa saja yang tercakup 
                                                 
1 Sebagian masyarakat mengatakan bahwa ada dua jalan yang dibangun (jalan yang satu panjangnya 1.100 m, dan yang 

satunya lagi 3.125 m), tapi laporan proyek hanya menyebutkan satu. Jalan yang lebih panjang dikatakan dalam 
keadaan baik (KD) dan tidak termasuk dalam pengaduan.  

2 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003,         
Jakarta 2003:74 



  Lampiran 3, halaman 2 

dalam Paket A dan B. Pemegang kepentingan yang tahu lebih banyak tentang proyek 
PMPD menganggap ini sebagai hal yang menjadi keprihatinan mereka dan menyatakan 
ketidakpuasan dan tidak mengerti mengapa sampai saat ini Paket A dan B belum 
diberikan di Handil Negara, sementara desa lainnya telah menerima seluruh paket 
proyek yang ada.   
 
4. Permasalahan Sosial.  Sebagian besar pemegang kepentingan (kecuali 
penandatangan dan masyarakat yang tidak ikut menandatangani surat pengaduan) 
menyebutkan bahwa telah terjadi konflik sosial diantara masyarakat yang terlibat dalam 
pelaksanaan proyek. Disebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengacaukan 
kebijakan upah dari kontraktor dengan bersedia dibayar kurang dari standar upah yang 
telah ditetapkan (yakni Rp 6.000,  bukannya Rp 7.000/hari), sehingga menyebabkan 
konflik pada awalnya. Akan tetapi, sebagian besar orang yang diwawancarai 
menyebutkan bahwa hal ini merupakan kesalahpahaman antara masyarakat dan 
kontraktor.   
 
5. Informasi. Semua orang yang diwawancarai termasuk Kepala Desa menyatakan 
bahwa mereka tidak diberitahu tentang proyek PMPD dan paket yang ada didalamnya 
sebelum kegiatan pembangunan sarana fisik dimulai. Masyarakat baru mengetahui 
tentang proyek setelah pekerjaan setengah selesai dan ketika kontraktor mencari buruh 
di desa. Sebagian masyarakat tidak tahu apa saja paket lainnya yang ada dalam proyek 
PMPD. Anggota aparat desa menyatakan bahwa mereka tidak diberi penjelasan 
mengapa paket lainnya tidak dilaksanakan. Tanggung jawab POKLAK terhadap 
kontraktor tidaklah jelas.  Tanggung jawab atas pengelolaan dana atau bahkan 
kelanjutan proyek setelah tahun 2002 kelihatannya tidak jelas bagi kebanyakan 
masyarakat.       
 
6. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.  Pemegang kepentingan tidak 
puas dengan kenyataan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan 
yang menyangkut desa mereka. Menurut keterangan, keputusan tentang pemilihan 
sarana fisik untuk Handil Negara diambil di tingkat kecamatan, tapi masyarakat tidak 
mendapat kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka ataupun mengajukan 
daftar prioritas.  Akan tetapi, Kepala Desa mengatakan bahwa seandainya dia ikut 
dilibatkan, dia tetap akan memilih sarana fisik yang sama dan oleh karena itu dia tidak 
terlalu keberatan bahwa dia tidak dilibatkan dalam proses pemilihan. Sangat 
disayangkan bahwa masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk memberi saran 
tentang pemasangan gorong-gorong di sepanjang jalan guna memastikan pengeringan 
yang baik bagi sawah.    
 
3. Kesamaan/Perbedaan Pendapat diantara Kelompok Pemegang 
Kepentingan  

7. Orang-orang yang diwawancarai, khususnya mereka yang memegang jabatan di 
desa termasuk penandatangan pengaduan, menganggap permasalahan tentang sarana 
fisik, paket proyek yang tidak lengkap, kurangnya informasi dan partisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan di desa sebagai masalah utama. Kecuali dengan paket proyek 
yang tidak lengkap yang dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakat yang tidak 
terlalu tahu banyak, mereka sama-sama setuju dengan masalah utama lainnya. Para 
pemegang kepentingan pada umumnya kelihatan sangat mendukung pengaduan. 
Tampaknya tidak ada perbedaan pendapat yang berarti diantara kelompok pemegang 
kepentingan. Hubungan antar warga di desa, dan antara kepala desa, aparat desa dan 
masyarakat desa kelihatannya dapat membantu penyelesaian masalah.        
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4. Tindakan Perbaikan Yang Diusulkan  

8. Perbaikan yang diusulkan dan terangkum dari komentar semua pemegang 
kepentingan meliputi: 

• Jalan perlu ditinggikan untuk mengurangi risiko terkena banjir; 
• Gorong-gorong perlu diperbaiki/diganti dan/atau ditambah dengan yang baru 

untuk meningkatkan pengeringan; 
• Jalan perlu diaspal; 
• Siring perlu dipasang di sepanjang jalan agar konstruksi jalan lebih kuat dan 

tidak terjadi longsor; 
• Sisa jalan yang sepanjang 400m perlu disamakan tingginya dengan bagian jalan 

lainnya agar tidak terkena banjir; 
• Paket A dan B perlu dilaksanakan. 
 

9. Sebagian besar pemegang kepentingan jelas berfokus pada upaya untuk 
memperbaiki masalah yang terkait dengan sarana fisik. Kepala Desa mengusulkan 
untuk menggunakan dana Rp 50 juta dari hibah desa yang akan disediakan oleh Paket 
A pada saat Handil Negara diikutsertakan nanti. Kebanyakan orang yang diwawancarai 
tidak yakin apakah dana O+P masih tersedia untuk tahun 2005. Ketua BPD merasa 
bahwa harus ada dana tambahan dari proyek PMPD untuk melaksanakan perbaikan 
tersebut diatas.      
 
10. Pemegang kepentingan mengharapkan agar Kantor SPF mendorong PIMPRO 
untuk menyelenggarakan Paket A dan B sesegera mungkin, tapi juga menjelaskan 
bahwa penyelenggaraan Paket dan B saja tidak cukup. Mereka menekankan bahwa 
semua masalah mereka perlu ditanggapi. Selain itu, Kantor SPF juga diharapkan untuk 
memberi dukungan selama proses penyelesaian masalah dan memastikan bahwa 
masyarakat dilibatkan.  
 
5. Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

11. Dukungan terhadap pengaduan di Handil Negara kelihatannya cukup kuat, 
demikian juga halnya dengan kesediaan untuk menyelesaikan masalah dengan baik 
yang diajukan oleh masyarakat. Harapan mengenai peran dan kapasitas kantor SPF 
perlu diperjelas. Bukan peran Kantor SPF untuk mewakili masyarakat atau menyelidiki 
permasalahan tentang dugaan korupsi. Dalam langkah selanjutnya, Kantor SPF akan 
menjelaskan Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian termasuk hasil khusus dari Handil 
Negara. Penjelasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan 
kejelasan tentang masalah dan memikirkan langkah selanjutnya serta konsekuensinya. 
Sebagai bagian dari proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk memutuskan 
apakah mereka ingin melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka 
memutuskan untuk melanjutkan, maka mereka akan diminta untuk memberikan 
komentar tentang isi laporan ini kepada Kantor SPF, khususnya mengenai rencana 
tindakan yang diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, langkah selanjutnya yang 
diusulkan, menerima aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis dan mungkin 
dilakukan yang harus diikuti.  
   
12. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus 
bersedia untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan 
BPD harus  bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat 
terus berjalan. Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya 
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musyawarah. Menyalahkan orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus 
dikubur dengan masa lalu, dan setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan 
agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang berkelanjutan.   
 
13. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. 
Setelah masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, 
rencana tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk 
memperjelas sarana fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan 
sarana fisik tersebut, dan mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan 
berkelanjutan, yang masih berada dalam lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan 
antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, pemerintah, IRM, manajemen 
proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan tindakan selanjutnya, 
tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana tindakan.   
 
14. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama.  
Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, 
Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu penandatangan daftar dukungan dan 
para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator kabupaten, Insinyur bidang 
Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: petugas pelaksana 
proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit /PAU) dan (v) 
kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan kantor SPF. 
Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan 
disiapkan secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari 
kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim 
undangan kepada para peserta yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara 
keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta bersama harus meliputi: (i) daftar 
permasalahan yang terkait dengan sarana fisik sebagaimana yang diperiksa di 
lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki masalah yang 
dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk memelihara 
masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi yang terkait dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek 
berakhir; Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga 
seorang insinyur bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan 
bersama-sama menyiapkan hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv).  
 
15. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap 
desa segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini 
akan melibatkan orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian 
fakta bersama, serta para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang 
terdiri dari satu fasilitator lokal yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan 
diusulkan dan disepakati bersama oleh semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai 
oleh kantor SPF. Rangkuman hasil akan didokumentasikan dalam bahasa Indonesia 
dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana tindakan yang disepakati. Kantor SPF 
yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan 
membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi bahasa Inggris maupun 
bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal untuk proses 
konsultasi ada di Lampiran 5.  



    

Dokumentasi Foto di Desa Handil Negara  

 
    

1. Jalan (panjang 1,100m ) 
Bagian dari jalan proyek PMPD yang dibangun di 
lokasi yang dikelilingi oleh sawah  

2. Jalan (sama dengan 1.) 
Jalan yang sama dengan 1. menunjukkan lubang 
kecil yang digenangi air di musim hujan  

 

 
 

 

3. Jalan (sama dengan 1.) 
Siring yang digunakan dalam konstruksi jalan tidak 
cukup panjang atau kurang memadai, sehingga  
tampaknya menyebabkan longsor. (Anggota tim 
kantor SPF sedang memeriksa siring)   

4. Jalan (sama dengan 1.) 
Bagian jalan yang siringnya kurang; siring yang ada 
terlalu pendek sehingga tampaknya menyebabkan 
longsor  



   

 

 
    

 

 

5. Jalan (sama dengan 1.) 
Bagian jalan yang siringnya kurang tampaknya 
menyebabkan longsor di sepanjang sisi jalan  

6. Jalan (sama dengan  1.) 
Bagian jalan yang siringnya kurang tampaknya 
menyebabkan longsor di sepanjang sisi jalan  

 

  

   

 
 

7. Jalan (sama dengan 1.)  
Siring yang ada terlalu pendek sehingga tampaknya 
menyebabkan longsor di sepanjang sisi jalan  

 

8. Jalan (sama dengan 1.)  
Siring yang ada terlalu pendek sehingga tampaknya 
menyebabkan longsor di sepanjang sisi jalan  



   

 

 

 
9. Jalan (sama dengan 1.) 

Bagian jalan yang siringnya kurang; siring yang ada 
terlalu pendek sehingga tampaknya menyebabkan 
longsor  

 

10. Gorong-gorong 1 
Lokasi gorong-gorong yang ditutup selama 
pembangunan jalan telah menghambat pengeringan 
sawah dan menyebabkan turunnya hasil panen dan 
berkurangnya pendapatan. 

  
 
 
 
 
 
 

11. Gorong-gorong 2 
Lokasi gorong-gorong, yang menurut keterangan 
ditutup selama pembangunan jalan, dan telah 
menghambat pengeringan sawah sehingga 
menyebabkan turunnya hasil panen dan 
berkurangnya pendapatan . 
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KALI BESAR— PENILAIAN ATAS PENGADUAN DAN RENCANA TINDAKAN YANG 
DIUSULKAN  

1. Pengantar  
 
1. Kali Besar terletak di kecamatan Kurau, kabupaten Tanah Laut, dan berbatasan dengan 
Handil Negara. Desa ini memiliki 807 penduduk (5 RT dan 2 Dusun) pada tahun 2002. 
Sebagian besar wilayah desa terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, oleh karena itu sering 
terkena banjir di musim hujan. RT yang ada tersebar luas dan jalan menuju RT 4 dan RT 5 lebih 
sulit. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama; namun sebagian masyarakat 
bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, dan pegawai negeri. Kantor SPF mengadakan 20 
wawancara mendalam yang terdiri dari wawancara terpisah dengan Kepala Desa, mantan 
Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, Ketua Poklak, Kepala Dusun, Ketua RT 4 dan 
masyarakat biasa, yang berlangsung pada tanggal 2 dan 7 April 2005. Kepala Desa 
menunjukkan sarana fisik yang dibangun proyek PMPD kepada kantor SPF pada tanggal 2 
April 2005.     
 
2. Identifikasi dan Gambaran Permasalahan  

2. Sarana Fisik. Kegiatan pembangunan sarana fisik PMPD dimulai dengan 
pembangunan sebuah jalan baru  (2.360m) mulai dari RT 1 ke RT 3 pada bulan Desember 
2002, dengan biaya total Rp  281.227.000 (foto 9)1. RT 4 dan RT 5 tidak merasakan manfaat 
dari jalan. Menurut keterangan, tiga jembatan dan enam gorong-gorong juga dibangun di 
sepanjang jalan. Pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor dengan melibatkan masyarakat 
untuk menghamparkan tanah. Menurut Kepala Desa, jalan dalam keadaan baik, karena dana 
O+P yang didapat tahun 2003 dan 2004 digunakan untuk memasang siring untuk menghindari 
longsor. Dia juga mengatakan bahwa dua dari tiga jembatan yang ada dalam keadaan baik. 
Sebagian gorong-gorong dikatakan telah menyebabkan longsor karena tepiannya tidak ditutup 
dengan benar. Kemudian dana O+P digunakan untuk menutup tepi kedua gorong-gorong 
tersebut dengan tanah dan siring yang terbuat dari kayu ‘galam’2 (foto 5-8). Menurut orang-
orang yang diwawancari dana O+P seharusnya tidak digunakan untuk “perbaikan utama”.  
 
3. Manfaat jalan seperti yang diungkapkan oleh para pemegang kepentingan adalah: (i) 
jalan yang menghubungkan antar desa  sudah lebih baik; (ii) transportasi hasil bumi lebih 
mudah; (iii) jalan ke pasar lebih mudah; (iv) pedagang lebih mudah membawa barang ke desa; 
(v) jalan langsung bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah; (vi) hemat waktu dan uang dengan 
adanya jalan baru yang baik; (vii) lebih gampang mengatur waktu karena transportasi dengan 
perahu yang tidak menentu tidak lagi diperlukan.    
 
4. Yang menjadi masalah utama saat ini adalah: (i) lebar jalan tidak sama (foto 9); (ii) 
gorong-gorong kurang kokoh karena perbaikan yang dilakukan hanya ala kadarnya, dan siring 
di sepanjang gorong-gorong juga kurang kuat (foto 5-8); (iii) satu jembatan (yang menuju ke 
pekuburan) menunjukkan keretakan pada kayu pondasinya dan dikhawatirkan akan roboh jika 
kendaraan berat melewatinya. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa jembatan tersebut 
letaknya tidak pas, karena sulit bagi kendaraan besar untuk belok (foto 1-4); (iv) tidak ada 
jembatan titian menuju RT 4 (foto 11); jalan menuju RT 5 (bukan dibangun oleh proyek PMPD) 
dalam keadaan jelek, masyarakat merasa sulit untuk pergi ke RT-RT lainnya dan merasa 
                                                 
1 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003, Jakarta 

2003: 74 
2 Galam adalah jenis kayu yang tumbuh di tanah rawa. Kayu ini biasanya digunakan di Kalimantan Selatan untuk mencegah tanah 
longsor oleh air.  
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bahwa jalan ini seharusnya menjadi prioritas dalam proyek PMPD dan bukan jalan yang mulai 
dari RT 1 ke RT 3  (foto 12)       
 
5. Urutan Pelaksanaan Paket Proyek. Ini bukanlah masalah utama. Urutan pelaksanaan 
paket proyek yang salah menjadi keprihatinan bagi sebagian kecil masyarakat yang tahu lebih 
banyak tentang proyek, termasuk Kepala Desa. Pemegang kepentingan lainnya kelihatan tidak 
tahu bahwa ada paket lainnya yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu.  
 
6. Permasalahan Sosial. Manfaat proyek yang tidak merata di semua RT menjadi 
keprihatinan utama di Kali Besar. Masyarakat di RT 4 merasa diabaikan karena mereka tidak 
memiliki jalan sama sekali (foto 11). Mereka harus menyeberang sungai dengan perahu untuk 
mendatangi RT lainnya dan merasa bahwa pembangunan jembatan titian menuju RT 4 
seharusnya menjadi prioritas dalam proyek PMPD. Salah seorang yang diwawancarai berkata 
“RT 4 telah diperlakukan seperti anak tiri”. Masyarakat di RT 5 memiliki jalan penghubung (jalan 
ini dibangun oleh proyek pemerintah lainnya sebelumnya)  tapi jalan tersebut dikatakan dalam 
keadaan jelek dan perlu dipelihara dengan benar (foto 12). Mereka merasa sangat kurang 
beruntung dan menganggap jalan “mereka” lebih penting daripada pembangunan jalan dari RT 
1 ke RT 3. Ketidakpuasan terhadap jalan juga menyebabkan perselisihan diantara masyarakat 
di RT 5 dan orang-orang yang bertugas memantau kegiatan proyek PMPD karena masyarakat 
di RT 5  merasa tidak terwakili dengan baik.       
 
7. Informasi. Karena sulitnya jalan yang menghubungkan antar RT, penyebaran informasi 
menjadi permasalahan yang paling penting di Kali Besar. Komunikasi dan informasi antar RT 
yang ada tidak memadai. Masyarakat hanya tinggal di dalam batas RT mereka saja. Semua 
pemegang kepentingan pada umumnya mengeluh tentang kurangnya informasi tentang proyek 
PMPD (“proyek PMPD adalah rahasia”) dan beberapa masyarakat mengatakan bahwa 
informasi tentang proyek hanya diberikan di sebagian RT saja. Masyarakat dari berbagai RT, 
yang tidak ikut menandatangani pengaduan merasa bahwa hanya jajaran elit desa yang 
dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dan begitu pula halnya dengan 
pengaduan tentang proyek PMPD. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak diundang ketika 
pertemuan tentang proyek PMPD diselenggarakan oleh jajaran elit desa untuk membahas 
pengaduan dan tidak ada informasi yang disampaikan sehubungan dengan hasil pertemuan 
tersebut maupun langkah yang akan diambil selanjutnya.      
 
8. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Permasalahan ini erat kaitannya dengan 
penyebaran informasi dan masalah penting lainnya di Kali Besar. Karena kurangnya informasi 
tentang proyek, orang-orang yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan 
masyarakat baik sebelum maupun selama pembangunan sarana fisik berjalan.  
 
3. Kesamaan/Perbedaan Pendapat diantara Kelompok Pemegang Kepentingan  

9. Kelihatannya rasa ketidakpercayaan yang mendalam menggambarkan hubungan antara 
masyarakat dengan pemerintah dan aparat desa, dan pemonitor desa. Orang-orang yang 
diwawancarai setuju bahwa tidak meratanya manfaat sarana fisik dan kurangnya informasi dan 
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi penyebab timbulnya situasi tersebut 
dan menjadi keprihatinan utama. Akan tetapi, ada berbagai pendapat yang muncul sehubungan 
dengan sarana fisik, dimana sebagian orang menyebutkan ada beberapa masalah kecil, 
sementara yang lainnya berpendapat bahwa tidak ada masalah dan isi pengaduan dibesar-
besarkan.        
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4. Tindakan Perbaikan Yang Diusulkan  

10. Penyelesaian masalah di Kali Besar akan menjadi cukup kompleks dan sulit untuk 
dicapai. Harapan masyarakat tinggi dan ada kebutuhan mendesak agar proyek PMPD 
menjelaskan kerangka kerja untuk paket sarana fisik.  Jembatan besar, jalan penghubung antar 
RT misalnya, mungkin diluar anggaran dana proyek PMPD. Proyek PMPD harus menjelaskan 
manfaat apa yang bisa diharapkan oleh RT 4 dan RT 5 secara realistis.  
 
11. Akan tetapi, masyarakat memberikan banyak usulan tentang perbaikan yang diperlukan 
untuk memuaskan semua pemegang kepentingan yang ada di tingkat desa: 
 

• Jalan yang ada harus ditinggikan, dikeraskan dengan batu dan diaspal  
• Siring disepanjang gorong-gorong harus diganti dengan semen agar kokoh dan dapat 

menahan longsor 
• Jembatan menuju pekuburan perlu dilebarkan dan pondasinya perlu diperkuat agar 

kendaraan besar bisa lewat  
• Jembatan titian menuju RT 4 perlu dibangun, idealnya dibuat dari kayu ulin agar kuat  
• Jalan menuju RT 5 perlu ditinggikan, lubang perlu ditutup dengan tanah (untuk 

mencegah agar tidak tergenang air di musim hujan)  
• Pemantauan dana harus lebih transparan  
• Perlu diciptakan dana perbaikan untuk mendanai perbaikan utama   
• Paket A & B harus dilaksanakan  

 
12. Meskipun tidak semua orang memilki gambaran yang jelas tentang apa peran yang 
dapat diemban oleh Kantor SPF, sebagian dari mereka mengatakan bahwa Kantor SPF harus 
mengadakan perundingan (bersama dengan penandatangan) dan ‘pemerintah harus 
mendengarkan apa yang ingin disampaikan Kantor SPF’. Masyarakat berharap agar Kantor 
SPF dapat mewakili kepentingan mereka dalam perundingan dan harapan mereka tinggi karena 
ADB yang memulai proyek ini.  
 
5. Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

13. Pengaduan di Kali Besar tampaknya tidak didukung kuat. Ketidakpercayaan dan 
perbedaan pendapat mungkin terlalu kuat dan tidak benar-benar terkait dengan proyek PMPD 
dan pengaduan. Komitmen kuat dari desa sehubungan dengan kesediaan mereka untuk 
menyelesaikan masalah perlu dibuat. Harapan tentang peran dan kapasitas Kantor SPF perlu 
diperjelas. Bukan peran Kantor SPF untuk mewakili masyarakat. Juga bukan peran kantor SPF 
untuk menyelidiki permasalahan tentang dugaan korupsi. Akan tetapi, Kantor SPF   akan 
mencoba untuk menciptakan lingkungan yang bisa mendorong masyarakat untuk menyuarakan 
pendapat mereka dengan mengatur pertemuan dan menetapkan aturan.  Dalam langkah 
selanjutnya, kantor SPF akan menjelaskan Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian termasuk 
hasil khusus dari Kali Besar. Penjelasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan kejelasan tentang masalah dan memikirkan langkah selanjutnya serta 
konsekuensinya. Sebagai bagian dari proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk 
memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka 
memutuskan untuk melanjutkan, maka mereka akan diminta untuk memberikan komentar 
tentang isi laporan ini kepada Kantor SPF, khususnya mengenai rencana tindakan yang 
diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, langkah selanjutnya yang diusulkan, menerima 
aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis dan mungkin dilakukan yang harus diikuti.   
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14. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus bersedia 
untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan BPD harus  
bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat terus berjalan. 
Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya musyawarah. Menyalahkan 
orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus dikubur dengan masa lalu, dan 
setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan agar dapat menyelesaikan masalah 
dengan cara yang berkelanjutan.  
 
15. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. Setelah 
masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, rencana 
tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk memperjelas sarana 
fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan sarana fisik tersebut, dan 
mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan berkelanjutan, yang masih berada dalam 
lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, 
pemerintah, IRM, manajemen proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan 
tindakan selanjutnya, tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana 
tindakan.  
 
16. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-
masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu 
penandatangan daftar dukungan dan para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator 
kabupaten, Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: 
petugas pelaksana proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit 
/PAU) dan (v) Kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan kantor 
SPF. Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan disiapkan 
secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari kabupaten Banjar dan 
Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim undangan kepada para peserta 
yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta 
bersama harus meliputi: (i) daftar permasalahan yang terkait dengan sarana fisik sebagaimana 
yang diperiksa di lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki 
masalah yang dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk 
memelihara masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi yang terkait dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek berakhir; 
Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga seorang insinyur 
bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan bersama-sama menyiapkan 
hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv).   
 
17. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap desa 
segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini akan melibatkan 
orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian fakta bersama, serta 
para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang terdiri dari satu fasilitator lokal 
yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan diusulkan dan disepakati bersama oleh 
semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai oleh Kantor SPF. Rangkuman hasil akan 
didokumentasikan dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana 
tindakan yang disepakati. Kantor SPF yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya 
ke dalam bahasa Inggris dan membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi 
bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal 
untuk proses konsultasi ada di Lampiran 5. 



 

Dokumentasi Foto di Kali Besar 
 

 
     

 

  
 

 
1. Jembatan  

              Jembatan menuju pekuburan    
2.     Jembatan (sama seperti 1; dari sudut yang berbeda) 

Jembatan yang menuju pekuburan (masyarakat 
mengatakan letaknya tidak pas, sehingga sulit bagi 
kendaraan besar untuk lewat dan belok ke kiri atau ke 
kanan setelah jembatan) 

  3.   Jembatan (sama dengan 1) 
Kayu pondasi menunjukkan retak kecil. Masyarakat 
khawatir bahwa jembatan bisa roboh jika kendaraan 
berat lewat.  

   4.  Jembatan (sama dengan 1) 
Kayu pondasi menunjukkan retak kecil. Masyarakat khawatir 
bahwa jembatan bisa roboh jika kendaraan berat lewat.  



           

 
 

     

 
   5.  Gorong-gorong 1 

Siring ala kadarnya di sepanjang tepian gorong-gorong, 
yang dipasang pada tahun 2003 dan 2004 dengan 
menggunakan dana O+P. Awalnya, tepian gorong-gorong 
tidak ditutup dengan benar oleh kontraktor  

   6.  Gorong-gorong 1 (dari sudut yang berbeda) 
 

 

 

 

   7.  Gorong-gorong 2 
Siring ala kadarnya di tepian gorong-gorong, yang dipasang 
di tahun 2003 dan 2004 dengan menggunakan dana O+P. 
Awalnya tepian gorong-gorong tidak ditutup dengan benar 
oleh kontraktor. 

8. Gorong-gorong 2 (dari sudut yang berbeda) 
 



 

 
 

 

9. Jalan  
      Ujung jalan yang dibangun proyek PMPD lebarnya tidak 
      sama  

10. Bagian Jalan Yang Tidak Selesai (Jalan Setapak) 
Menurut Kepala Desa, jalan setapak ini adalah lanjutan dari jalan 
yang dibangun oleh proyek PMPD, yang tidak diselesaikan. Tidak 
ada informasi yang jelas yang mengatakan kemana  jalan ini 
menuju.  

 

 
 

 

 

11. Tidak Ada Jembatan Titian Yang Menuju RT 4  
 

12. Jalan (BUKAN Jalan Yang Dibangun Proyek PMPD) ke  RT5  
                     Jalan ini dibangun oleh proyek pemerintah lainnya beberapa 
                      tahun yang lalu dan menuju RT 5.  
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KIRAM—PENILAIAN ATAS PENGADUAN DAN RENCANA TINDAKAN YANG DIUSULKAN  
 
 
1.  Pengantar   
 
1. Kiram berada di kecamatan Karang Intan, kabupaten Banjar, dan berbatasan dengan 
desa Mandiangin Barat. Letaknya 12 km dari ibukota kecamatan dan 20 km dari ibukota 
kabupaten. Desa ini dulu terbagi atas 5 RT. Kemudian pada bulan Oktober 2004 dilebur 
menjadi 3 RT. RT1 terdiri dari 2 RT lama (yang sebelumnya dikenal dengan nama Jarak) dan 
Guntung Nua, RT2 dikenal dengan nama Kiram, dan RT3 dikenal dengan nama Sungai Tabuk.1  
Untuk mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja di sektor peternakan, pertanian, 
industri kayu dan penebangan kayu, danpertambangan emas dan permata, khususnya di RT 2 
atau yang dikenal dengan nama Kiram. Sebagian penduduk lainnya bekerja sebagai penoreh di 
kebun karet. Kelihatannya RT2 atau Kiram, adalah RT yang paling tertinggal karena RT ini tidak 
memiliki jalan dan listrik. Kantor SPF mengadakan 16 wawancara mendalam yang terdiri dari 
wawancara terpisah dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, Kaur Pembangunan 
dan masyarakat biasa, yang berlangsung pada tanggal 5 dan 8 April 2005.2  Pada tanggal 5 
April, salah seorang dari penandatangan daftar dukungan membantu Kantor SPF dengan 
menunjukkan sarana fisik yang dibangun oleh proyek PMPD. 
 
2. Identifikasi dan Gambaran Permasalahan  

2. Sarana Fisik. Pengerasan dan pengaspalan sebuah jalan (panjang: 1700 m) oleh 
kontraktor yang menghubungkan RT 1 dengan RT 3 (Jarak; foto 1-4) dengan biaya Rp 
149.755.000,00.3  Satu sarana penyediaan air bersih yang lengkap, terdiri dari 1 sistem 
penampungan di dekat sumber mata air, satu sarana (pos) penampungan dan 3 tangki air  (2 
tangki ukuran 1200 L dan 1 tangki ukuran 600 L), termasuk pemasangan pipa air (2.240 m) di 
RT1 dan RT2. Biaya total pembangunan sarana air bersih ini mencapai Rp 40.244.000,004 dan 
dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dibawah pengawasan POKLAK. Para 
penandatangan daftar dukungan bagi surat pengaduan mengakui bahwa dana O+P digunakan 
untuk memperbaiki sarana air bersih yang ada di RT-2 saja. Yang masih menjadi keprihatinan 
saat ini adalah: penandatangan daftar dukungan merasa bahwa pengaspalan tidak dilakukan 
dengan baik, permukaan jalan kasar, lapisan aspal tidak merata (foto 1-4); dan (ii) persediaan 
air bersih di RT1 (Jarak) tidak mencukupi selama musim kemarau menurut penandatangan 
daftar dukungan dan masyarakat lainnya. Keprihatinan utama lainnya, yang juga menjadi 
keprihatinan masyarakat yang tinggal di luar RT2 (Jarak), adalah hanya RT1 dan RT3 yang 
menerima manfaat dari sarana fisik, meskipun RT2 kaya akan sumberdaya alam. Pemerintah 
desa dan beberapa masyarakat lainnya merasa bahwa tidak ada yang perlu diadukan. Menurut 
para pemegang kepentingan yang tinggal di RT1 dan RT3 manfaat yang dirasakan dari sarana 
air bersih dan jalan yang dibangun adalah: (i) kemudahan untuk mendapatkan air minum; (ii) 
anak sekolah bisa pergi ke sekolah yang terletak di RT1 dengan mudah; (iii) jalan ke sawah 
lebih mudah.       
 

                                                 
1  Sungai Tabuk hanya bisa dicapai melalui jembatan kecil dan jalan setapak lewat hutan (a path through the forest, 

the original means ‘a path that it is still surrounded by forest’, which seems rather longwinded). Tidak seorangpun 
dari RT ini yang pernah mendengar tentang proyek PMPD, meskipun pada kenyataannya proyek PMPD telah 
membangun jalan yang menuju jembatan tersebut dan yang menghubungkan ke jalan setapak.   

2  Penandatangan surat pengaduan tidak berada di tempat pada saat kunjungan, jadi tidak bisa diwawancarai.  
3  Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 

2003, Jakarta 2003 
4  Ibid. 
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3. Urutan Pelaksanaan Paket Proyek. Permasalahan ini hanya disebutkan oleh sebagian 
kecil orang yang diwawancarai. Sebagian besar pemegang kepentingan tidak melihat urutan 
pelaksanaan pelaksanaan paket yang salah sebagai masalah utama. Namun demikian, 
masyarakat meminta agar proyek PMPD melaksanakan paket A dan B.   
 
4. Permasalahan sosial .  Sebagian besar pemegang kepentingan menyatakan bahwa 
tidak meratanya manfaat sarana fisik di semua RT pada kenyataannya telah menimbulkan 
kecemburuan sosial dan kekecewaan diantara masyarakat yang tinggal di RT2.    
   
5. Informasi. Secara keseluruhan, para pemegang kepentingan di desa Kiram tidak terlalu 
banyak tahu tentang proyek PMPD dan penyebaran informasi pada umumnya sulit dilakukan 
karena keadaan geografi desa yang sulit. Sebagian masyarakat tidak tahu dengan pasti apakah 
sarana fisik yang ada dibangun oleh proyek PMPD atau proyek bantuan pemerintah lainnya.  
Sebaliknya, ada sebagian kecil masyarakat yang mengaku bahwa mereka tahu banyak tentang 
proyek PMPD. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa mereka tidak diberi tahu tentang 
adanya surat pengaduan, tapi hanya disuruh untuk menandatangani surat permohonan untuk 
meminta Paket A dan B dari proyek PMPD. Ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan 
pemerintah desa mengenai kepatutan surat pengaduan.     
 
6. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Penandatangan surat dukungan serta 
masyarakat lainnya (dari berbagai RT) mengeluh bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam 
proses pemilihan sarana fisik yang akan dibangun. Menurut mereka pembangunan jalan 
menuju ke RT2 seharusnya menjadi prioritas. Aparat desa ingat bahwa pernah ada satu 
pertemuan masyarakat yang bertujuan untuk memutuskan sarana fisik yang akan dibangun. 
Sebagian masyarakat mengatakan bahwa keputusan diambil oleh jajaran elit desa saja tanpa 
melibatkan masyarakat lainnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat mengatakan bahwa mereka 
tidak punya waktu untuk menghadiri rapat apapun.    
    
 
3. Kesamaaan dan Perbedaan Pendapat diantara Kelompok Pemegang Kepentingan  

7. Ada berbagai pendapat mengenai permasalahan yang ada di desa. Ssebagian besar 
pemimpin desa mengatakan bahwa masyarakat telah diberi informasi yang cukup dan terlibat 
dalam proses pengambilan keputusan; sedangkan sebagian besar masyarakat merasa bahwa 
mereka tidak diberi informasi yang memadai dan tidak diikutsertakan dalam proses 
pengambilan keputusan. Sebagian besar pemegang kepentingan menganggap sarana fisik 
sebagai masalah yang perlu diperhatikan. Semua pemegang kepentingan setuju bahwa tidak 
dilaksanakannya Paket A dan B juga menjadi masalah. Ada cukup banyak masyarakat yang 
menandatangani daftar dukungan, namun kelihatannya mereka tidak mendapat informasi yang 
memadai tentang isi dari surat pengaduan. Seberapa kuat sebenarnya dukungan yang 
diberikan bagi pengaduan tersebut tidaklah jelas.   
 
 
4. Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

8. Diperkirakan bahwa penyelesaian masalah di Kiram akan rumit dan menjadi suatu 
tantangan. Ada perbedaan pendapat dan kelompok yang berbeda-beda di masyarakat. Selain 
itu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa juga diungkapkan. Kesediaaan pemerintah 
desa untuk terlibat dalam proses konsultasi perlu dipastikan. Secara keseluruhan, satu-satunya 
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masalah yang disepakati oleh semua kelompok pemegang kepentingan adalah tentang 
ketidakpuasan mereka terhadap pelaksanaan paket proyek yang tidak lengkap.      
 
9. Perbaikan yang dirangkum dari komentar semua pemegang kepentingan mencakup: 

• Pembangunan jalan penghubung menuju RT2 
• Penyediaan listrik bagi RT2 
• RT1 memerlukan satu tangki air tambahan dan pipa yang lebih besar untuk memastikan 

agar persediaan air mencukupi selama musim kemarau  
• Proyek perlu lebih transparan  
• Pemberian Paket A, B dan D  
 

10. Penandatangan daftar dukungan mengatakan bahwa mereka mengharapkan agar 
Kantor SPF mewakili kepentingan masyarakat, bukan kepentingan aparat desa. Masyarakat 
lainnya tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang apa peran yang dapat diemban kantor 
SPF selama proses penyelesaian masalah.  
 
3.  Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

11. Dukungan terhadap pengaduan di desa Kiram tampaknya agak lemah dan kesediaan 
untuk bersama-sama menyelesaikan masalah perlu dipastikan lagi. Harapan tentang peran dan 
kapasitas Kantor SPF perlu diperjelas. Bukan peran Kantor SPF untuk mewakili masyarakat 
atau menyelidiki permasalahan tentang dugaan korupsi. Dalam langkah selanjutnya, Kantor 
SPF akan menjelaskan Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian termasuk hasil khusus dari Kiram. 
Penjelasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan tentang 
masalah dan memikirkan langkah selanjutnya serta konsekuensinya. Sebagai bagian dari 
proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk memutuskan apakah mereka ingin 
melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan, maka 
mereka akan diminta untuk memberikan komentar tentang isi laporan ini kepada Kantor SPF, 
khususnya mengenai rencana tindakan yang diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, 
langkah selanjutnya yang diusulkan, menerima aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis 
dan mungkin dilakukan yang harus diikuti.          
 
12. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus bersedia 
untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan BPD harus  
bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat terus berjalan. 
Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya musyawarah. Menyalahkan 
orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus dikubur dengan masa lalu, dan 
setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan agar dapat menyelesaikan masalah 
dengan cara yang berkelanjutan.  
 
13. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. Setelah 
masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, rencana 
tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk memperjelas sarana 
fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan sarana fisik tersebut, dan 
mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan berkelanjutan, yang masih berada dalam 
lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, 
pemerintah, IRM, manajemen proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan 
tindakan selanjutnya, tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana 
tindakan.  
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14. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama.   Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-
masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu 
penandatangan daftar dukungan dan para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator 
kabupaten, Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: 
petugas pelaksana proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit 
/PAU) dan (v) kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan kantor 
SPF. Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan disiapkan 
secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari kabupaten Banjar dan 
Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim undangan kepada para peserta 
yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta 
bersama harus meliputi: (i) daftar permasalahan yang terkait dengan sarana fisik sebagaimana 
yang diperiksa di lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki 
masalah yang dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk 
memelihara masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi yang terkait dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek berakhir; 
Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga seorang insinyur 
bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan bersama-sama menyiapkan 
hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv).  
 
15. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap desa 
segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini akan melibatkan 
orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian fakta bersama, serta 
para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang terdiri dari satu fasilitator lokal 
yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan diusulkan dan disepakati bersama oleh 
semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai oleh Kantor SPF. Rangkuman hasil akan 
didokumentasikan dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana 
tindakan yang disepakati. Kantor SPF yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya 
ke dalam bahasa Inggris dan membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi 
bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal 
untuk proses konsultasi ada di Lampiran 5.    



 . ..

Dokumentasi Foto di Desa Kiram  
 

 
1.  Jalan yang dibangun oleh proyek PMPD  

Bagian awal jalan; menurut penandatangan daftar dukungan 
keadaannya masih baik  

2. Jalan (sama seperti 1; bagian lain dari jalan) 
Permukaan jalan dianggap kasar dan tidak rata (juga lihat 4-
5) 

 
3. Jalan (sama seperti 1; bagian lain dari jalan) 

Permukaan jalan dianggap kasar dan tidak rata  
4. Jalan (sama seperti 1; bagian lain dari jalan) 

Permukaan jalan dianggap kasar dan tidak rata  



 . ..

 
 

 

5. Tangki air 1 (di Jarak) 
Salah satu dari tiga tangki air yang dipasang yang menyediakan air 
bagi beberapa rumahtangga yang tinggal di satu RT, keadaannya 
masih baik;  

 

6. Tanki Air 1 (di Jarak) 
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MANDIANGIN BARAT— PENILAIAN ATAS PENGADUAN DAN RENCANA TINDAKAN 
YANG DIUSULKAN  
 
 
1 Pengantar  
 
1. Mandiangin Barat terletak di kecamatan Karang Intan, kabupaten Banjar. Dulu, desa ini 
juga mencakup desa Kiram, tapi kemudian dibagi menjadi dua desa pada tahun 1978. 
Mandiangin Barat terdiri dari 3 RT dengan jumlah penduduk 2.100 orang (tahun 2001). 
Sebagian besar penduduk adalah petani dan  buruh perkebunan karet. Jarak antar RT sangat 
jauh, komunikasi antar RT sulit, dan kegiatan masyarakat biasanya hanya terbatas dalam 
lingkup RT saja. Kantor SPF mengadakan 17 wawancara mendalam yang terdiri dari 
wawancara terpisah dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Poklak, Ketua PKK, Kaur 
Pembangunan, Kaur Pemerintahan Desa dan masyarakat biasa, yang berlangsung pada 
tanggal 3, 8, dan 9 April 2005. Penandatangan surat pengaduan menunjukkan sarana fisik yang 
dibangun proyek PMPD kepada Kantor SPF pada tanggal 3 April 2005.     
 
2. Identifikasi dan Gambaran Permasalahan  

2. Sarana Fisik.  Kegiatan pembangunan sarana fisik PMPD selesai pada bulan 
Desember 2002. Ada tiga bak air dengan pipa (1.720m; foto 7 menunjukkan salah satu bak 
yang dibuat), dan satu jalan (500m, dibangun dari jalan setapak sebelumnya; foto 1-3) yang 
dibangun oleh masyarakat, dan satu jembatan (foto 4-6) yang dibangun oleh kontraktor.   
Menurut laporan proyek, biaya total untuk masing-masing sarana adalah Rp 29.303.000 untuk 
sarana air bersih, Rp 44.047.000 untuk jalan, dan Rp 111.274.000 untuk jembatan.1  Dana O+P 
yang diterima tahun 2003 digunakan untuk memelihara sarana air bersih (Rp 3,5 juta, 
khususnya untuk memperbaiki pipa) sedangkan dana O+P yang diterima tahun 2004 digunakan 
untuk memperbaiki jembatan dan sarana air bersih (Rp 25 juta). Sedangkan jalan tidak 
dipelihara. Kepala Desa mengatakan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memelihara 
sarana fisik proyek PMPD. Masyarakat dikatakan telah sungguh-sungguh berupaya dalam 
melaksanakan sebagian besar pembangunan sarana fisik, dan Mandiangin Barat dianugerahi 
penghargaan karena telah membangun sarana fisik terbaik di antara empat desa terpilih di 
kabupaten Banjar.  Namun, alokasi anggaran mengalami keterlambatan pada saat itu sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan sementara dan keluhan. Semua masyarakat, yang telah 
mengumpulkan dana talangan untuk memastikan agar pembangunan sarana fisik dapat 
diselesaikan,  telah dibayar kembali meskipun terlambat. Sebagian masyarakat mengeluh 
bahwa persediaan air bersih tidak mencukupi selama musim kemarau, dan hanya RT 3 yang 
mendapat manfaat. Hanya sedikit anggota masyarakat yang menyebutkan bahwa jalan yang 
dibangun memiliki lubang dan tergenang banjir di musim hujan. Menurut sebagian masyarakat 
dana O+P tidak cukup. Namun masyarakat juga menggarisbawahi manfaat sarana fisik sbb: 
untuk sarana air bersih – (i) mudah mendapatkan air bersih; (ii) hemat waktu karena tidak perlu 
pergi jauh-jauh lagi ke sumber mata air; (iii) juga mudah mendapatkan air minum selama musim 
kemarau.  Untuk jembatan/jalan – (i) jalan ke sawah dan kebun lebih mudah; (ii) masyarakat 
tidak lagi harus melewati jalan yang digenangi air untuk menuju ke sawah; (ii) jarak ke kebun 
sekarang lebih dekat; (iv) pedagang dapat membawa langsung barang mereka ke desa; dan (v) 
jalan ke hutan lebih mudah.          
  

                                                 
1 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003, Jakarta 

2003:73 
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3. Urutan Pelaksanaan Paket Proyek. Kelihatannya masyarakat di desa ini lebih tahu 
banyak tentang proyek PMPD daripada masyarakat di desa lainnya, masalah yang paling 
utama bagi pemegang kepentingan yang diwawancarai adalah tidak dilaksanakannya Paket A 
dan B.  
    
4. Permasalahan Sosial. Hanya sedikit orang yang menyebutkan bahwa masalah sosial 
memegang peranan dalam konteks pengaduan. Sebagian besar pemegang kepentingan 
mengatakan bahwa dana talangan selama pembangunan sarana fisik tidak terlalu menimbulkan 
masalah karena masyarakat yang mampu tidak berkeberatan untuk menalangi dana untuk 
sesuatu yang perlu didukung. Selain itu menurut keterangan, setiap orang dibayar kembali 
setelah masa waktu maksimum 40 hari dan tidak ada pemberi dana talangan yang belum 
dibayar.     
 
5. Informasi. Banyak diantara pemegang kepentingan, khususnya masyarakat yang 
tidak ikut menandatangani surat pengaduan dan kaum wanita merasa tidak banyak diberitahu 
tentang proyek PMPD. Informasi tentang pengelolaan dana, khususnya arus keluar masuk 
dana perlu dibuat lebih transparan. Sebagian orang yang diwawancarai mengatakan bahwa 
mereka menandatangani surat dukungan, tetapi mereka tidak tahu apa isi surat pengaduan.      
 
6. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Penandatangan daftar dukungan, 
anggota aparat desa dan beberapa masyarakat mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat 
kurang dalam perencanaan proyek PMPD, khususnya kaum wanita yang kelihatannya tidak 
diikutsertakan.   
 
3. Kesamaan/Perbedaan Pendapat diantara Kelompok Pemegang Kepentingan   

7. Semua pemegang kepentingan setuju bahwa paket proyek masih belum lengkap.  Ada 
perbedaan pendapat dalam hal penyebaran informasi dan partisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan di desa. Hampir semuanya, kecuali satu orang, setuju bahwa masih 
ada masalah yang terkait dengan sarana fisik. Kelihatannya ada ketidakpercayaan yang terkait 
dengan transparansi keuangan.   
 
4. Tindakan Perbaikan Yang Diusulkan  

8. Semua pemegang kepentingan bersatu-padu dalam permohonan mereka untuk 
meminta agar paket proyek PMPD lainnya diberikan. Hubungan antara pemonitor desa, 
masyarakat, para wakil aparat desa dan pemerintah desa digambarkan oleh kepercayaan dan 
rasa hormat. Semua pemegang kepentingan kelihatannya secara umum mendukung 
pengaduan.       
 
9. Berikut ini adalah daftar perbaikan yang dianggap perlu untuk memuaskan semua 
pemegang kepentingan di Mandiangin Barat: 
 

• Pelaksanaan paket lainnya yang ada dalam proyek   
• Harus dibuat transparansi yang lebih antara pemerintah desa dan masyarakat  
• Perlu dipastikan adanya transparansi keuangan (misalnya Ketua BPD bisa menjadi 

penandatangan kedua dalam transaksi bank) 
• Partisipasi/keterlibatan masyarakat perlu dijamin  
• Pemantauan proyek perlu ditingkatkan  
• Kegiatan proyek PMPD yang merata (mengikutsertakan semua RT) 
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• Jalan harus diaspal  
• Perlu pipa tambahan di RT 1 dan RT 2  
 

10. Menurut orang-orang yang diwawancarai, Kantor SPF harus membantu mendorong 
agar semua paket proyek dilaksanakan dan harus menjamin transparansi antara pemerintah 
dan masyarakat.   
 
5.    Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

11. Dukungan terhadap pengaduan di Mandiangin Barat kuat, dengan fokus utama pada 
pemberian Paket A dan B. Ada kesediaan untuk mencari jalan keluar dengan baik. Harapan 
mengenai peran dan kapasitas Kantor SPF perlu diperjelas. Bukan peran Kantor SPF untuk 
menyelidiki permasalahan tentang dugaan korupsi. Dalam langkah selanjutnya, Kantor SPF 
akan menjelaskan Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian termasuk hasil khusus dari Mandiangin 
Barat. Penjelasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan 
tentang masalah dan memikirkan langkah selanjutnya serta konsekuensinya. Sebagai bagian 
dari proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk memutuskan apakah mereka ingin 
melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan, maka 
mereka akan diminta untuk memberikan komentar tentang isi laporan ini kepada Kantor SPF, 
khususnya mengenai rencana tindakan yang diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, 
langkah selanjutnya yang diusulkan, menerima aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis 
dan mungkin dilakukan yang harus diikuti.        
 
12. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus bersedia 
untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan BPD harus  
bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat terus berjalan. 
Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya musyawarah. Menyalahkan 
orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus dikubur dengan masa lalu, dan 
setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan agar dapat menyelesaikan masalah 
dengan cara yang berkelanjutan.  
 
13. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. Setelah 
masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, rencana 
tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk memperjelas sarana 
fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan sarana fisik tersebut, dan 
mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan berkelanjutan, yang masih berada dalam 
lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, 
pemerintah, IRM, manajemen proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan 
tindakan selanjutnya, tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana 
tindakan.   
 
14. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama. Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-
masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu 
penandatangan daftar dukungan dan para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator 
kabupaten, Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: 
petugas pelaksana proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit 
/PAU) dan (v) kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan kantor 
SPF. Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan disiapkan 
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secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari kabupaten Banjar dan 
Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim undangan kepada para peserta 
yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta 
bersama harus meliputi: (i) daftar permasalahan yang terkait dengan sarana fisik sebagaimana 
yang diperiksa di lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki 
masalah yang dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk 
memelihara masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi yang terkait dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek berakhir; 
Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga seorang insinyur 
bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan bersama-sama menyiapkan 
hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv). 
 
15. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap desa 
segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini akan melibatkan 
orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian fakta bersama, serta 
para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang terdiri dari satu fasilitator lokal 
yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan diusulkan dan disepakati bersama oleh 
semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai oleh Kantor SPF. Rangkuman hasil akan 
didokumentasikan dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana 
tindakan yang disepakati. Kantor SPF yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya 
ke dalam bahasa Inggris dan membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi 
bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal 
untuk proses konsultasi ada di Lampiran 5.    



 

Dokumentasi Foto di Mandiangin Barat 

 

 
 

    

  

1. Jalan  
Permukaan yang tidak rata dengan batu kerikil; berlubang  
 

2. Jalan (sama dengan 1) 
Permukaan yang tidak rata dengan batu kerikil  

  
3. Jalan (sama dengan 1) 

Permukaan yang tidak rata dengan batu kerikil  
4. Jembatan 1  

Dalam keadaan baik menurut penandatangan surat 
pengaduan  



 

 

 
 

     

 

5. Jembatan 1 (Titian, sama dengan 4) 
Dalam keadaan baik menurut penandatangan surat pengaduan  

6. Jembatan 1 (Titian, sama  dengan 4) 
Dalam keadaan baik menurut penandatangan surat pengaduan  

 
 

 

7. Bak Air  
Salah satu dari bak air yang dibuat. 
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HANDIL BARU — PENILAIAN ATAS PENGADUAN DAN RENCANA TINDAKAN 
YANG DIUSULKAN  
 
1. Pengantar  
 
1. Handil Baru terletak di kecamatan Aluh-Aluh, kabupaten Banjar. Diantara kelima 
desa, Handil Baru adalah desa yang paling sulit dijangkau dari Banjarmasin, bukan 
karena letaknya yang jauh tapi karena jalannya yang sulit. Handil Baru tidak bisa dicapai 
melalui jalan darat, hanya bisa dicapai dengan perahu. Semua rumah yang ada di desa 
tersebut dibangun di atas tiang. Sebagian RT dihubungkan oleh jembatan-jembatan 
kecil, sedangkan yang lainnya harus dicapai dengan perahu. Penduduknya berjumlah 
sekitar 570 orang (268 laki-laki dan 302 perempuan), dengan mata pencaharian utama 
dari bertani, beternak, dan membuat kipas/topi. Kepala desa tinggal di desa Handil Bujur 
sekitar 20 menit perjalanan dengan perahu. Kantor SPF mengadakan 15 wawancara 
mendalam yang terdiri dari wawancara terpisah dengan Kepala Desa, Ketua BPD, 
Ketua Poklak, Penghulu, fasilitator desa, Ketua RT 1, dan masyarakat biasa, yang 
berlangsung pada tanggal 4 dan 6 April 2005. Penandatangan surat pengaduan 
menunjukkan jalan yang dibangun proyek PMPD kepada Kantor SPF pada tanggal 5 
April 2005, sedangkan Kepala Desa menunjukkan jembatan dan gorong-gorong pada 
tanggal 7 April 2005.      
 
2. Identifikasi dan Gambaran Permasalahan  

2. Sarana Fisik.  Satu jalan (2.950 m) dibangun oleh kontraktor dengan biaya Rp  
376.127.000,00 (foto 1-9).1 Masyarakat dilibatkan dalam pemasangan siring di 
sepanjang sisi jalan. Tujuh (7) gorong-gorong yang pada awalnya bermutu tidak baik 
telah diganti . Keadaan gorong-gorong pada saat ini dikatakan baik (foto 18). Tidak jelas 
apakah jumlah jembatan yang dibangun ada satu atau dua. Sebagian besar orang yang 
diwawancarai dan Kepala Desa memastikan bahwa ada dua jembatan yang dibangun 
(foto 10-11). Selama pembangunan jalan, dua jembatan dibongkar agar alat penggali 
(ekskavator) bisa lewat  (foto 12 dan 13-15). Kedua jembatan tersebut kemudian 
dipasang kembali setelah pembangunan jalan selesai. Akan tetapi, salah satunya miring 
dan ada lubang besar di dekat mulut jembatan  (foto 16-17). Jembatan yang kedua yang 
dilaporkan pernah runtuh, telah dibangun kembali setelah setahun dan sekarang dalam 
keadaan baik. Sebagian masyarakat pada saat itu mengirim artikel ke suratkabar lokal 
agar situasi tersebut mendapat perhatian.  Dana O+P yang diterima pada tahun 2003 
dan 2004 digunakan untuk menambah 2 gorong-gorong, serta mengganti dan 
menambah kayu galam untuk siring di bagian jalan yang memerlukannya. Dana O+P 
juga digunakan untuk memperbaiki jembatan-jembatan lainnya yang bukan dibangun 
oleh proyek PMPD. Yang menjadi masalah utama saat ini adalah (i) jalan masih kurang 
tinggi hingga akibatnya sering terendam banjir (foto 5 dan 7); (ii) jalan ditumbuhi banyak 
rumput dan menjadi becek selama musim hujan karena konstruksi jalan hanya 
menggunakan pasir, tanpa kerikil (foto 1,5,8); (iii) siring dibuat dari kayu galam bukan 
kayu ulin, terlalu pendek, tidak dipasang dengan benar, atau kurang jumlahnya, 
sehingga menyebabkan terjadinya longsor (foto 2-4, 6-7); (iv) di beberapa bagian jalan 
tidak dipasang siring sama sekali karena dananya tidak mencukupi (foto 9); dan (vi) 
jembatan menjadi miring setelah dibangun kembali (foto 12-15) dan ada lubang besar di 
mulut jembatan (foto 16-17). Dana O+P dianggap tidak cukup untuk menutupi biaya 

                                                 
1 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa, Tahun 2003, 

Jakarta 2003: 72 
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perbaikan, yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada 
(penandatangan). Secara keseluruhan, masyarakat tidak puas karena apa yang mereka 
terima bukanlah apa yang mereka inginkan. Beberapa warga masyarakat yang setuju 
untuk menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan jalan sangat tidak puas dengan 
keadaan jalan tersebut.            
 
3. Urutan Pelaksanaan Paket Proyek. Dari orang-orang yang diwawancarai, tidak 
banyak yang tahu tentang paket lainnya yang ada dalam proyek PMPD. Urutan 
pelaksanaan paket yang salah tampaknya tidak menjadi masalah penting bagi beberapa 
masyarakat yang mengetahuinya. Handil Baru juga telah diikutsertakan ke dalam 
pelaksanaan paket lainnya sejak tahun 2004.  
 
4. Permasalahan sosial.  Kecemburuan sosial timbul diantara penduduk selama 
pembangunan jalan berlangsung karena hanya beberapa masyarakat terpilih saja yang 
dapat bekerja sebagai buruh. Saat ini, tampaknya ada perselisihan dan perbedaan 
pendapat antara pemohon dan pemerintah desa. 
 
5. Informasi. Informasi di Handil Baru tidak merata dan tidak berjalan dengan baik. 
Masyarakat merasa prihatin bahwa jajaran elit desa saja yang diberitahu tentang proyek 
sedangkan masyarakat biasa lainnya tidak. Komunikasi antara masyarakat dan 
pemerintah desa perlu ditingkatkan. Kelihatannya transaksi keuangan juga perlu lebih 
transparan. Beberapa anggota aparat desa mengaku bahwa mereka tidak mendapat 
informasi tentang proyek. Menurut keterangan, POKLAK tidak berfungsi dengan baik 
antara tahun 2002 dan 2004.  
 
6. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Kepala Desa ingat pernah 
diadakan pertemuan masyarakat yang dihadiri 35 orang yang mewakili masyarakat desa 
(Kepala Desa, aparat desa, LKMD, beberapa warga masyarakat) untuk membahas 
tentang pemilihan sarana fisik yang tepat bagi desa pada tahun 2002. Dia 
menyimpulkan: “Apa yang masyarakat inginkan adalah apa yang mereka dapatkan”. 
Masyarakat lainnya mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dan oleh karena itulah 
mereka mendirikan kelompok pemantau desa.     
 
3. Kesamaan/Perbedaan Pendapat diantara Kelompok Pemegang 
Kepentingan  

7. Permasalahan yang ada yang terkait dengan sarana fisik, kurangnya informasi 
dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi tiga masalah utama bagi 
mereka yang diwawancarai. Kelihatannya ada perbedaan pendapat dan jarak antara 
pemerintah desa dan masyarakat. Apakah ini berkaitan dengan proyek atau disebabkan 
oleh hal lainnya tidaklah jelas. Tampaknya tidak ada diskusi terbuka di masa lalu. 
Pemerintah desa melihat ada kecenderungan untuk mengeluh kepada pihak luar 
daripada membahas pengaduan secara langsung dalam lingkup desa. Beberapa orang 
merasa bahwa isi pengaduan dibesar-besarkan. Ketidakpercayaan dan persepsi 
tampaknya menjadi penuntun dalam interaksi sehari-hari, daripada melakukan upaya 
untuk menangani masalah yang ada secara bersama di lingkup desa. Oleh karena itu 
penyelesaian masalah akan menjadi tantangan dan hanya mungkin dilakukan jika 
berbagai pihak benar-benar bersedia untuk membahas masalah yang ada.        
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4. Tindakan Perbaikan Yang Diusulkan  

8. Usulan pemegang kepentingan tentang apa yang perlu dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah terangkum sbb:   

• Jalan perlu ditinggikan dan dikeraskan dengan pasir dan batu agar tidak 
ditumbuhi banyak rumput dan padi serta mencegah agar jalan tidak terkena 
banjir, beberapa masyarakat bahkan mengusulkan untuk mengaspalnya.   

• Siring dengan mutu baik harus dipasang si sepanjang sisi jalan untuk 
menghindari longsor  

• Jembatan yang miring perlu diperbaiki  
• Rumput yang tumbuh di jalan perlu sering ditebas (pemeliharaan rutin) 
• Informasi perlu ditingkatkan  

 
9. Kantor SPF diharapkan untuk mendukung masyarakat “dengan uang atau 
material”. Ada harapan tinggi terhadap Kantor SPF untuk menyelesaikan perselisihan 
yang ada.    
 
5. Rencana Tindakan Yang Diusulkan  

10. Ada perbedaan pendapat tentang pengaduan dan relevansinya. Harapan 
mengenai peran dan kapasitas Kantor SPF perlu diperjelas. Bukan peran Kantor SPF 
untuk menyediakan uang atau material. Juga bukan tugasnya untuk menyelidiki 
permasalahan tentang dugaan korupsi. Kantor SPF hanya bisa membantu 
menyelesaikan masalah masyarakat jika masyarakat yang berselisih benar-benar 
berusaha dan siap untuk melakukan diskusi terbuka. Dalam langkah selanjutnya, Kantor 
SPF akan menjelaskan Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian termasuk hasil khusus 
dari Handil Baru. Penjelasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan kejelasan tentang masalah dan memikirkan langkah selanjutnya serta 
konsekuensinya. Sebagai bagian dari proses konsultasi, masyarakat akan diminta untuk 
memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan proses konsultasi atau tidak. Jika 
mereka memutuskan untuk melanjutkan, maka mereka akan diminta untuk memberikan 
komentar tentang isi laporan ini kepada Kantor SPF, khususnya mengenai rencana 
tindakan yang diusulkan, permasalahan yang diprioritaskan, langkah selanjutnya yang 
diusulkan, menerima aturan dasar dan usulan jadwal yang realistis dan mungkin 
dilakukan yang harus diikuti   
 
11. Berbagai anggota masyarakat, yang mewakili berbagai RT yang ada harus 
bersedia untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. Kepala desa, aparat desa dan 
BPD harus  bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi, agar proses konsultasi dapat 
terus berjalan. Masalah pribadi antar individu tidak boleh mengganggu jalannya 
musyawarah. Menyalahkan orang, dan menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu harus 
dikubur dengan masa lalu, dan setiap orang harus berupaya untuk melihat kedepan 
agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang berkelanjutan.  
 
12. Rencana tindakan untuk masing-masing desa akan disepakati secara terpisah. 
Setelah masing-masing desa memastikan bahwa mereka akan meneruskan pengaduan, 
rencana tindakan akan dibuat melalui (i) kegiatan pencarian fakta bersama untuk 
memperjelas sarana fisik yang dipermasalahkan, menilai masalah yang terkait dengan 
sarana fisik tersebut, dan mengusulkan jalan keluar yang tepat, realistis dan 
berkelanjutan, yang masih berada dalam lingkup proyek PMPD; dan (ii) pertemuan 
antara semua pemegang kepentingan (masyarakat, pemerintah, IRM, manajemen 
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proyek) di tingkat desa untuk menyepakati permasalahan dan tindakan selanjutnya, 
tanggung jawab serta kerangka waktu bagi pelaksanaan rencana tindakan.   
 
13. Kegiatan Pencarian Fakta Bersama.  
Kegiatan ini akan melibatkan (i) dari masing-masing desa: Kepala Desa, Ketua BPD, 
Ketua POKLAK, penanda tangan pengaduan, satu penandatangan daftar dukungan dan 
para Ketua RT; (ii) dari proyek PMPD: Pimpro, koordinator kabupaten, Insinyur bidang 
Infrastruktur Kabupaten, (iii) dari LSM: dua perwakilan; (iv) dari IRM: petugas pelaksana 
proyek dan kepala Unit Administrasi Proyek (Project Administration Unit /PAU) dan (v) 
kantor SPF. Pencarian fakta bersama akan dilaksanakan dibawah arahan kantor SPF. 
Pihak yang terlibat harus menanggung sendiri biaya terkait yang dikeluarkan. Hasil dari 
kegiatan pencarian fakta bersama ini akan segera disampaikan dalam pertemuan para 
pemegang kepentingan selanjutnya. Kegiatan pencarian fakta bersama ini diperkirakan 
memakan waktu sekitar dua jam per desa. Kegiatan pencarian fakta bersama akan 
disiapkan secara bersama oleh perwakilan dari ketiga LSM dan koordinator dari 
kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengirim 
undangan kepada para peserta yang terlibat, serta mengatur kegiatan secara 
keseluruhan. Hasil dari kegiatan pencarian fakta bersama harus meliputi: (i) daftar 
permasalahan yang terkait dengan sarana fisik sebagaimana yang diperiksa di 
lapangan; (ii) penilaian cepat terhadap kemungkinan untuk memperbaiki masalah yang 
dibahas dengan dana proyek PMPD; (iii) kebutuhan jangka panjang untuk memelihara 
masing-masing sarana fisik; dan (iv) konsekuensi yang terkait dengan komitmen 
masyarakat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten selama, dan setelah masa proyek 
berakhir; Insinyur bidang Infrastruktur Kabupaten dan Kepala PAU-IRM, yang juga 
seorang insinyur bidang infrastruktur, akan menyumbangkan keahlian mereka dan 
bersama-sama menyiapkan hasil  nomor (i) sampai dengan nomor (iv).   
 
14. Pertemuan antar Semua Pemegang Kepentingan akan diadakan di setiap 
desa segera setelah kegiatan pencarian fakta bersama dilaksanakan. Pertemuan ini 
akan melibatkan orang-orang yang sama seperti yang terlibat dalam kegiatan pencarian 
fakta bersama, serta para Ketua RT. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh satu tim yang 
terdiri dari satu fasilitator lokal yang berpengalaman dan satu dokumenter – yang akan 
diusulkan dan disepakati bersama oleh semua pihak – dibawah arahan dari dan dibiayai 
oleh Kantor SPF. Rangkuman hasil akan didokumentasikan dalam bahasa Indonesia 
dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana tindakan yang disepakati. Kantor SPF 
yang akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan 
membagi-bagikan hasil rangkuman tersebut baik dalam versi bahasa Inggris maupun 
bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terlibat. Usulan jadwal untuk proses 
konsultasi ada di Lampiran 5.    



  

Dokumentasi Foto di Handil Baru  
 

 
1.     Jalan   

Jalan yang dibangun disepanjang sungai dan sawah; 
banyak ditumbuhi rerumputan   
 

2.    Jalan ( sama dengan 1) 
Siring yang dipasang disepanjang sisi jalan yang berbatasan 
dengan sungai   

 
3. Jalan ( sama dengan 1)  

Siring disepanjang di sisi jalan yang berbatasan dengan 
sungai   

4. Jalan ( sama dengan 1) 
Bagian dari siring yang ada di sepanjang jalan yang 
berbatasan dengan sungai  



  

 

5. Jalan ( sama dengan 1) 
Jalan yang ditumbuhi dengan rerumputan tinggi dan menjadi 
becek di musim hujan  

6. Jalan ( sama dengan 1) 
Siring yang kurang tinggi dianggap menyebabkan longsor   

7. Jalan ( sama dengan 1 ) 
Siring dipasang di sisi jalan yang menghadap sungai  

8. Jalan ( sama dengan 1 ) 
Jalan yang ditumbuhi oleh banyak padi  



  

 
9. Jalan ( sama dengan 1 ) 

Kurangnya siring dianggap menyebabkan longsor  
 

10. Jembatan 2 
Kepala Desa mengatakan jembatan dalam keadaan baik. Juga 
tidak ada keluhan tentang jembatan ini dari masyarakat 
lainnya.   
 

 
11. Jembatan 3 

Jembatan ini dibongkar oleh kontraktor ketika pembangunan 
jalan dimulai, agar alat penggali (ekskavator) dapat lewat. 
Kemudian dipasang kembali tapi tidak benar pengerjaannya 
sehingga roboh. Kontraktor baru membangunnya kembali 
setahun kemudian. Keadaannya saat ini dikatakan baik.    

12. Jembatan 4 
Jembatan ini dibongkar oleh kontraktor selama pembangunan 
jalan agar ekskavator dapat lewat. Kemudian jembatan ini 
dipasang  kembali tapi pengerjaannya tidak benar . Posisinya 
menjadi miring. (lihat foto 13-15) 
 

 



  

 
 
 

 

 
 

 

13. Jembatan 4 (sama dengan 12) 
Bagian dari jembatan yang miring  

14. Jembatan 4 (sama dengan 12) 
Bagian dari jembatan yang miring  

 

 

 

 
15. Jembatan 4 (sama dengan 12) 

Bagian dari jembatan yang miring  
16. Jembatan 4 (sama dengan 12) 

Lubang di mulut jembatan yang miring  



  

 
 

 

 

 

 

17. Jembatan 4 (sama dengan 12 ) 
Lubang di mulut jembatan yang miring  
 

18. Gorong-gorong 1 
Kepala Desa mengatakan bahwa gorong-gorong dalam keadaan 
baik.  
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Permasalahan dan Kesamaan/Perbedaan Pendapat di antara Pemegang Kepentingan  
 
 

 
Kelompok 
Pemegang 

Kepentingan 

 
Sarana Fisik  

 

 
Urutan 

Pelaksanan 
Paket Proyek  

 
Informasi  

 
Partisipasi dalam 

Pengambilan 
Keputusan  

Handil Negara 
• Gorong-gorong yang ditutup 

(jumlahnya tidak pasti) 
• Jalan kurang tinggi sehingga 

terendam banjir  
• Siring kurang panjang, dan 

jumlahnya kurang di sebagian 
jalan sehingga menyebabkan 
tanah longsor  

Paket C 
diterima lebih 
dulu   

Kurangnya 
informasi 
menjadi 
keprihatinan 
utama   

Partisipasi masyarakat 
yang kurang dalam 
memutuskan sarana fisik 
yang akan dibangun  

Kali Besar 
• Lebar jalan tidak sama  
• Gorong-gorong kurang kokoh 

karena perbaikan yang ala 
kadarnya   

• Jembatan menuju pekuburan 
tidak kuat dan bisa roboh karena 
ada keretakan pada kayu 
pondasinya  

• RT 4 dan RT 5 tidak 
diikutsertakan dalam 
pembangunan sarana fisik desa   

 
  

Paket C 
diterima 
terlebih dahulu  

Kurangnya 
informasi 
menjadi 
keprihatinan 
utama  

Partisipasi masyarakat 
yang kurang dalam 
memutuskan sarana fisik 
yang akan dibangun  

Kiram 
• Permukaan jalan kasar dan 

lapisan aspal tidak rata  
• Persediaan air masih tidak 

mencukupi di RT 1 khususnya di 
musim kemarau  

 

Paket C 
diterima 
terlebih dahulu  

Pernyataan 
yang berbeda 
antara 
masyarakat 
yang tahu 
dengan 
masyarakat 
yang tidak tahu 
menyebabkan 
kesalahpaham
an  

Partisipasi masyarakat 
yang kurang dalam 
memutuskan sarana fisik 
yang akan dibangun  

Lima Desa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandiangin Barat 
• Persediaan air tidak mencukupi di 

musim kemarau  
• RT 1 dan RT 2 tidak mendapat 

persediaan air yang cukup  
 

Paket C 
diterima 
terlebih dahulu  

Pernyataan 
yang berbeda 
antara 
masyarakat 
yang tahu 
dengan 
masyarakat 
yang tidak tahu 
menyebabkan 
kesalahpaham
an 

Partisipasi masyarakat 
yang kurang dalam 
memutuskan sarana fisik 
yang akan dibangun  
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Kelompok 
Pemegang 

Kepentingan 

 
Sarana Fisik  

 

 
Urutan 

Pelaksanan 
Paket Proyek  

 
Informasi  

 
Partisipasi dalam 

Pengambilan 
Keputusan  

Handil Baru 
• Jalan kurang tinggi sehingga 

terendam banjir. Menjadi becek 
selama musim hujan  

• Hanya pasir (tanpa kerikil) yang 
digunakan dalam pembuatan 
jalan  

• Jalan ditumbuhi oleh banyak 
rumput dan padi  

• Siring terlalu pendek dan tidak 
dipasang dengan benar sehingga 
mengakibatkan longsor; sebagian 
jalan tidak memiliki siring sama 
sekali  

• Kayu yang digunakan mutunya 
kurang baik (kayu galam) dan 
bukan kayu ulin  

• Jembatan yang dibangun kembali 
menjadi miring dan pondasinya 
kurang kokoh  

 

Paket C 
diterima 
terlebih dahulu 
– desa ini baru 
diikutkan untuk 
menerima 
Paket A dan B 
di tahun 2004 

Kurangnya 
informasi 
menjadi 
keprihatinan 
utama  
 

Partisipasi masyarakat 
yang kurang dalam 
memutuskan sarana fisik 
yang akan dibangun  

Pemerintah 
dan 
Konsultan  
 
 
Catatan: 
Kebanyakan 
konsultan 
direkrut pada 
tahun 2002 
untuk Tim 
Konsultan 
Pusat dan 
pertengahan 
2003 untuk 
Tim 
Konsultan 
Regional   

Sarana fisik baru-baru ini diperiksa oleh 
PMO, keadaannya secara umum 
dianggap baik seperti yang ditegaskan 
oleh pemerintah setempat dan konsultan 
tingkat kabupaten  
Handil Negara 

• Jalan dalam keadaan baik, ada 
keterangan yang berbeda-beda 
mengenai jumlah dan keadaan 
gorong-gorong  

• Tidak ada usulan yang diajukan 
kepada proyek PMPD ketika 
kegiatan perbaikan disiapkan 
pada tahun 2004 untuk 
memperbaiki/membuka gorong-
gorong, satu gorong-gorong 
diperbaiki oleh pemilik sawah 
yang ada di dekat gorong-gorong 
atas inisiatif dan biaya sendiri   

Kali Besar 
• Jalan dan jembatan dalam 

keadaan baik  
• Siring dari kayu galam diganti 

dengan kayu ulin selama 
kegiatan O+P, keadaan siring dari 
kayu galam yang masih 
terpasang kelihatan rapuh, harus 
diganti dengan kayu ulin      

Kiram—menurut PIU dan konsultan tidak 
ada masalah saran fisik  

Setuju – Paket 
A dan B 
seharusnya 
dilaksanakan 
terlebih dahulu  

Setuju – 
diharapkan 
dapat 
meningkat 
pesat dengan 
diikutsertakan 
nya desa-desa 
kedalam Paket 
A ,B dan D di 
tahun 2005    
 
PIU 
mengunjungi 
desa-desa 
untuk 
menjelaskan 
tentang proyek 
dan prosedur, 
misalnya 
Handil Baru, 
masyarakat 
kelihatannya 
tidak menerima 
penjelasan tsb  
 
PIU: LSM 
harus 
mengecek 
silang informasi 
yang diterima 

Pada umumnya setuju – 
partisipasi terbatas 
untuk MUSBANGDES. 
Sebagian memiliki 
pendapat yang berbeda 
– tergantung pada 
pemahaman tentang 
‘partisipasi’. Diharapkan 
dapat meningkat pesat 
dengan 
diiukutsertakannya 
desa-desa ke dalam 
paket A, B dan D.    
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Kelompok 
Pemegang 

Kepentingan 

 
Sarana Fisik  

 

 
Urutan 

Pelaksanan 
Paket Proyek  

 
Informasi  

 
Partisipasi dalam 

Pengambilan 
Keputusan  

Mandiangin Barat 
Keprihatinan utama di desa adalah 
patungan dana talangan selama 
pembangunan – semua pemberi dana 
talangan sudah dibayar kembali, menurut 
PIU dan konsultan tidak ada masalah 
sarana fisik  
Handil Baru 

• Keadaan jalan secara umum 
baik, tapi ditumbuhi banyak 
rumput, sebagian sudah ditebas 
oleh masyarakat sendiri, menjadi 
becek ketika hujan, diminta agar 
dilapisi dengan batu pasir setebal 
10 cm untuk sepanjang 2300 m  

• Jembatan terlihat dalam keadaan 
baik  

dari 
masyarakat 
dengan PIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADB 
 

 
 
IRM mengkaji laporan PMO dan meminta 
DitJen PMD untuk mengikutsertakan 4 
desa ke dalam paket A, B, dan D untuk 
tahun 2005  

 
 
Setuju bahwa 
paket A dan B 
seharusnya 
dilaksanakan 
terlebih dahulu  

 
 
Setuju – 
diharapkan 
dapat 
meningkat 
pesat dengan 
diikutsertakan 
nya desa-desa 
kedalam Paket 
A ,B dan D di 
tahun 2005    

 
 
Setuju – partisipasi yang 
minim melalui 
MusBangDes 
sebelumnya –  
Diharapkan meningkat 
pesat dengan 
diikutsertakannya desa-
desa ke dalam paket A, 
B dan D  
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Proses Konsultasi dan Jadwalnya  
- diperbaharui pada tanggal 18 April 2005 - 

 
LANGKAH 4:  Tinjauan dan Penilaian   
 
Wawancara masyarakat  1 April - 10 April 2005 

 
Wawancara dengan staf Pemerintah dan 
Konsultan  

12 April - 15 April 2005 

Indonesia Resident Mission (IRM) – 
Penyusunan laporan tentang posisi pihak-
pihak terkait serta usulan tindakan perbaikan    

14 April 2005 

IRM membantu dalam menyusun jadwal 
kegiatan, menyediakan informasi, penjelasan 
kepada kantor SPF, pemerintah  

Sejak surat pengaduan sampai  

LSM membantu dalam komunikasi dengan 
masyarakat  

Sejak surat pengaduan disiapkan  

Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian, versi 
Bahasa Inggris    

25 April 2005 
 

Penerjemahan Laporan Hasil Tinjauan dan 
Penilaian ke dalam Bahasa Indonesia, kurang 
lebih 10 hari  

5 Mei 2005 

Kantor SPF mengirim Laporan Hasil Tinjauan 
dan Penilaian kepada Presiden ADB, dengan 
tembusan kepada Wakil Presiden ADB; 
kepada pemohon dan IRM  

Sekitar 5 Mei 2005 
   
Catatan: pada tahap ini Pemerintah tidak akan 
mendapatkan salinan laporan  

Kantor SPF kembali menemui masyarakat 
untuk menjelaskan isi laporan  

16 – 21 Mei 2005 

LSM membantu dalam mengatur pertemuan di 
kelima desa  

telah disepakati  

 
LANGKAH 5: Pemohon Memutuskan Apakah akan melanjutkan Proses Konsultasi atau 

Mengajukan Permohonan untuk Peninjauan Kepatuhan - 7 hari, menurut 
kebijakan  

  
Pemohon memutuskan untuk melanjutkan  28 Mei 2005 

 
LSM menyampaikan keputusan pemohon ke 
kantor SPF dalam Bahasa Indonesia melalui 
email  

28 Mei 2005 

Kantor SPF mengupayakan agar keputusan 
tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggris, 
serta memberitahu IRM   

Segera  

IRM memberitahu pemerintah tentang 
keputusan pemohon untuk melanjutkan   

Setelah menerima informasi dari kantor SPF  

Jika pemerintah ingin mendapatkan salinan 
Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian, dan 
IRM serta pemohon setuju, maka Kantor SPF 
akan memberikannya kepada pemerintah.  

Setelah menerima persetujuan 
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LANGKAH 6: Komentar dari Departemen Operasional (DO) dan Pemohon tentang Hasil 
Temuan SPF – 14 hari   

 SPF mengajukan rekomendasi kepada Presiden ADB  – 7 hari sejak  
diterimanya komentar –   

 
Pemohon memberikan komentar tentang 
laporan hasil Tinjauan dan Penilaian   

13 Juni 2005 

LSM membantu pemohon dalam menyusun 
komentar mereka (dalam bahasa Indonesia ) ; 
kemudian mengirim komentar tersebut kepada 
kantor SPF  

 

Kantor SPF mengupayakan agara komentar 
tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa 
Inggris  

15 Juni 2005 

IRM mungkin ingin membahas laporan 
tersebut dengan pemerintah  

Antara 28 Mei dan 13 Juni 2005 

IRM memberikan komentar tentang laporan 
tersebut  

13 Juni 2005 

Kantor SPF mengajukan rekomendasi kepada 
Presiden ADB  

 Memutuskan apakah proses konsultasi 
bermanfaat atau tidak, jika dilanjutkan 

 Jika bermanfaat – akan disusun 
rencana tindakan, usulan untuk 
rencana tindakan ini akan diambil dari 
laporan hasil tinjauan dan penilaian, 
komentar dari pemohon dan DO, serta 
masukan dari kantor SPF   

   

Paling lambat minggu kedua Juni 2005 

Kantor SPF memfasilitasi penyusunan 
rencana tindakan  

 Semua pihak yang terkait (IRM, 
Pemerintah & Konsultan, pemohon, 
LSM) 

Minggu kedua Juni 2005 
 
 
 
Rencana Tindakan meliputi: 
Fasilitasi Konsultasi/ Lokakarya Masyarakat, di 
masing-masing desa dengan semua pihak 
yang terkait – Tujuan: untuk menyepakati 
rencana tindakan serta cara pelaksanaannya -
serta Pencarian Fakta Bersama – Tujuan: 
untuk  memastikan keadaan sarana fisik yang 
sebenarnya, menilai dan memperkirakan biaya 
tindakan perbaikan – jika diperlukan  
Kegiatan lainnya akan disepakati kemudian    

 
     
LANGKAH 7: Pelaksanaan Rencana Tindakan –  kerangka waktu tergantung pada kegiatan 

yang disepakati dan harus disetujui oleh semua pihak yang terkait  
 
LANGKAH 8:  Penghentian Proses Konsultasi  
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ATURAN DASAR  

 
 

Interaksi antar semua pihak yang terlibat dalam proses dialog adalah sebagai berikut. Pihak-
pihak yang terlibat dalam proses dialog akan diminta untuk mengusulkan revisi, atau 
menambah aturan lainnya, yang penting bagi mereka: 
 

(i) hanya satu orang yang boleh berbicara pada satu saat dan tidak ada yang 
boleh memotong ketika seseorang sedang berbicara;  

(ii) setiap peserta harus menunggu untuk ditunjuk oleh fasilitator sebelum 
berbicara;  

(iii) setiap orang harus menyampaikan pandangan lembaga atau kelompoknya 
dan bukan berbicara untuk lembaga/kelompok lain;  

(iv) mengingat keterbatasan waktu dan agar partisipasi dapat menjadi maksimal, 
para peserta harus mengusahakan supaya komentar mereka pendek dan 
langsung pada pokoknya;  

(v) setiap peserta harus berusaha untuk tidak melancarkan serangan pribadi, 
berupaya untuk mengikuti agenda yang ada, dan menghindari untuk tidak 
mencari perhatian dan keluar dari jalur pembicaraan agar diskusi tetap terarah 
dan membangun;  

(vi) pertemuan antara para pemegang kepentingan yang terkait adalah suatu 
acara terbuka dan catatan hasilnya akan tersedia untuk umum – kecuali para 
peserta memutuskan sebaliknya. Namun, untuk mendorong agar diskusi 
berjalan terbuka dan lancar tidak akan ada anggota pers yang diundang ke 
acara pertemuan tersebut;  

(vii) tim fasilitasi akan membantu melaksanakan aturan dasar sekali aturan ini 
diterima oleh semua peserta. Tim fasilitasi akan bersikap netral dan tidak 
memihak siapapun dalam fasilitasi yang dilakukannya;  

(viii) setelah pertemuan antara para pemegang kepentingan yang terkait 
diselenggarakan, tim fasilitasi dibawah pengarahan Kantor SPF akan 
menyusun dan membagi-bagikan laporan tentang hasilnya dalam bahasa 
Inggris dan bahasa Indonesia kepada semua pihak yang terkait. 

  
 
 




